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PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

\ TAHUN 2023

TENTANG

DENGAN RAHMAT

ARU DALAM PENCEGAHAN DAN
RONA VIRUS DISEASE 2019

TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa' dalam ran

gka menjamin kesejahteraan masyarakat,

perlu adanya sinergi antara pementthan kesehatan dan
keselamatan masyarakat dengan keberlangsungan kegiatan

perekonomian dan
adaptasi kebiasaan
Corona Virus Disea:
bahwa dalam ran

dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease =

sosial budaya masyarakat dalam bentuk
baru dalam pencegahan dan pengendalian
se 2019; '

ska pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru

2019 di Kalimantan Barat, diperlukan upaya yang, terpadu

dalam peningkata

kerentanan sosial,
peran aktif masyars
bahwa berdasarkas
Undang Nomor 36
Daerah
pengendalian, dan
akibat yang ditimbu

bertanggung

n  kesadaran masyarakat, penanganan -
lan kerentanan ekonomi dengan melibatkan
kat; . L
1 ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang- -
lahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah -
jawab melakukan _
pemberantasan penyakit. menular serta -
lkannya, I

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaiia__;- diﬁa‘_ﬁi{éud

dalam huruf a, L
Peraturan Daerah

tentang Adaptasi Kebiasaan -Baru Dalam. e

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

Pasal 18 ayat (6)

Indonesia Tahun 1945; :

Undang-Undang Noi
Menular (Lembaran
Nomor 20, Tambah
Nomor 3273);

Undang-Undang
Penanggulangan I
Indonesia Tahun 20

Nomor 24
sencana,

Republik Indonesia Nomor 4723);

PERANGHAT D
PRI AR

BRAR

- ABLETEN 1
it

L LR

4

}f

pencegahan, -
uruf b dan huruf ¢ perlu - mernietapkan

Undang-Undang Dasar_._Nega_';?é': Re}:ﬁubh}q S

mor 4 Tahun 1984 tentang W%bﬁh}%ifiié;lkiﬁ Sy
Negara Republik f{ng;i'cﬁnas_ia'_fl“ai@;m_; 1984
an Lembaran Negara Repabm«; _}’In.dc‘;ﬁé@ia’_ SR

Tahun - 2007 tentang = |
(Lembaran = Negara  Republik SR
D7 Nomor 66, Tambahan L‘efnbar_a;n';_l\i_'égafa_ i



4. Undang—Undaﬂg Nomor 36 Tahun 2009 t temg Kese an =
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009 Nmﬂ@r_..i{ﬁ‘%éi«
Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnes1a Nomor 5063}
sebagaimana telah diubah beberapa kali: terakhlr dengan .
Undang-Undang Nomor -11 Tahun = 2020 tentang Cipta Kerja' -
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); =~

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentaﬂg Pembeﬁtukaﬁ?? BCIERN
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik . .
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran }_Negara{i_z S
Republik Indonesia Nomor 5234): sebagamlama telah
beberapa kali terakhir dengan Uﬁdang-Undfmg N - e
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas' Undang—-{}ndang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturarn -
Perundang-undangan {Lembaran Negaza Repubhk.__ ndones
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 6398); . :

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarxg Pemermiahan;

Daerah {Lembaran Negaia Repubkk Indones:ta Tahun:' 203_4

Nomor 6236) : '
8. Undang—Undemg Nomor 9 Tahun 202
Kalimantan Barat’ (Lembaran Newara Republ:l : '
2022 Nomor 69, ’I‘ambahan Lembaran : Negara' Republik
Indonesia Nomor 6780) B
9. Peraturan Pemez 1n‘tah Nomor 40 '- Tah

Negara Repubhk Imdonesza Tahun 2020 No _
Lembaran- Negara Repubhk ’{ndonema Nomor 6487 )
11. Peraturan- Pres1den Nomor 1'?' Tahun

Nomor 34);
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Dengem Persetu;uaﬂ Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI :KALIM; NTAN BAI
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAI—I TEN’FANG ADAPTASI?’ EBIASAAN BA
DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ‘CORONA  VIRU.
DISEASE 2019.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah iniyang dlmaksud dengan
1. Daerah adalah Provinsi Kahmantan Barai

2. Pemermtah Daerah adalah Gubemur sebageu

menjadi kewenangan Provinsi Kahmantan Barat
3. Gubernm adalah Gubemur Kalamantan Barat

Provinsi Kalimantan Bar at 5 -
7. Adaptasi Kebiasaan - Baru adalah penyelenggaraan
mencakup sosial, budaya dan ekonem"

. Kesehatan adalah’ kondisi- dimana seseorang' lea
yang stabil sehingga- memungkmkan un‘tuk h1d11 |
ekonomi. i :
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13. Protokol Kesehatan adalah langka—langkzah dan tata cara - penangganas
keschatan dalam mencegah dan mengendalikan pandeml Carona_Vzms Dzsefase_
2019. e

14. Sosial Budaya adalah totalitas nilai yang telcermm dalam iata SOSIal dan tata: S
laku manusia vang diimplementasikan dalam hehadupan berbangsa dari;}f.;f:-f S
bernegara. SERH O R

15. Ekonomi adalah totalitas nilai yang Lercermm dalam aktxvztas manuma yang.f L
berkaitan dengan kegiatan/usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup T

16. Perilaku Kesehatan adalah pola perilaku, tindakan dan’ kebiasaan v’aﬁg'3 ST
berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan pemuhhan kesehatan PN &
peningkatan kesehatan. SRV

17. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masa- pandeml COVID- 19 adalah semua;’_:.
perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehmgga keluargai}_f' 3
dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri: pada:bidang keseha‘i:aﬁ:}
serta memiliki peran aktif dalam aktifitas masyarakat untu}; meneegahﬁ_t;
terpaparnya COVID-19. S

18. Tenaga kesehatan adalah setlap orang: yang mengabdlkan d1r1 dal&m.:_ fldang

kesehatan serta memiliki pengetahuan- dan/atau keterampﬂan ‘melalii-

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk: jems tertentu memez lukan

kewenanga,n untuk melakukan upaya kesehatan T o

digunakan untuk menyeienggarakan upaya pelayanan kesehaian_ _
promotif, preventif, kuratif maupun . rehabilitatif. yang -'dﬂakuka,n aieh
Pemermtah pemermtah Daerah dan/ atau masyarakat :

menyelenggarakan pendidikan, S
23. Batuan  pendidikan adaiah keiompok_ _ layanem

. Keolahragaan adalah segala aspek yang berka&tan deng
memerlukan pengaturan pendadﬁ{an pelat&ha:n pembma‘a

pengembangan pribadi, atau: mempelajarl keumkaﬁ dav'
dzkunjungz dalam Jangka waktu sementara ' '

fasilitas serta layanan yang dzsedmkan cleh masyarak t,
Pememntah dan Pemenntah Daelah




31. Perlindungan sosial adalah bani“uan pemermtah daerah _apa_
dana bantuan tunai atau barang Iamnya sesual kemampuan
kepada yang terdampak COVID 2019. A

32. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyaraka’t yang sel !

33. Level PPKM adalah situasi denga.n 11181(1611 penularan chdaia
ditetapkan berdasarkan 1nd1kat01 1aju penuiaran Covaci 19

Pasa’i 2 o :

Pengaturan Adaptasi Kebiasaan Baru daiam Pencegahan Cdan

COVID-19 berasaskan: = S - i

. perikemanusiaan;

. manfaat;

. keadilan;

. pelindungan;

. kepastian hukum;
keterpaduan;

. kesadaran hukum;

. partisipasi masyarakat;
kearifan lokal; dan
keterbukaan.

el ol v T B I R B o il

Pasai 3 _

Pasal 4
Peraturan Daerah ini bertujuan un‘mk _:.
a. memberikan gerhndungan kesehatan masyarakat :

dari penularan COVID- 19 dan
e. mensinergikan penangguiangan COVID 19 dz lmgkungan Pem

Pasal 5
Ruang lingkup Peraturan Daerah i ini; mehput1
a. tanggung jawab, Wewenang, hak dan kewajlban
b. penyelenggaraan; BN DR
c. peran serta masyarakat;
d. pengawasan; : R
e. koordinasi dan kerja sama penegaka,n hukam, dan
f. pendanaan. = S
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| BABII I
TANGGUNG JAWAB, WEWﬂNANG HAK, i)AN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu .
Tanggung Jawab dan Wewenang
Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan . Adaptas1 Kebzasaan Bamdalam :
Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bertanggungjawab T

a.
b.

C.

d.

(1

. menyediakan sarana, prasarana, obat, alat kesehataﬁ dan bahan madis : habzé{;}'

.membantu pemermtah pusat dalam penci:tstmbtismn vaksm dan bentuk

. melaksanakan penelusuran kontak erai: dengan paszlen-. y_ang ber&t&t&g

. melaksanakan upaya perhndurﬂgan sosial bag1 masyazakai__fyan

melindungi masyarakat dari dampak Pandemi COVID-19; : B
melakukan tindakan pencegahan dan pemutusan rantal penuiaran COVID 1@ c:‘iif@ e
Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat; = : e
memberikan dan menyediakan informasi tentang jumlah daﬁ peﬂyebaraﬂ wa”bah{{ e
COVID-19 kepada masyarakat; o

menyediakan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang; =~

. meningkatkan penanggulangan COVID-19 melalui ‘Sosialisasi, pemantauaﬁ,?5'_....'2:.:::"'

pembinaan dan pendampingan bagi tempat kerja/ kegiatan dan masyamkat SER LR
menyediakan alat pelindung diri bagi tenaga kesehataaﬂ dfm tenaga penunjaﬁg:;:
untuk pencegahan COVID-19; =

pakai dalam rangka penanganan kasus COVID-19;

bagi pasien terkonfirmasi COVID-19;

terkonfirmasi melalui rapid test - antigen dan/ata,u Reverse' Transcriptase..
Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) test; dan’ '

COVID-19.

Pasa’i 7 v
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Adaptasz Keblasaa_
Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bemfenang -

a. melaksanakan upaya terpadu pencegahan dan pengendahany!
COVID-19 di Daerah,;

. melakukan pengawasan aktavﬂas / kagiatam masyarakat

Daerah dalam hal pelayanan sumber daya cian mstem pencatatan elaporan
untuk percepatan penanggulangan COVID-L{Q LR

terdampak COVID-19; :
g. meningkatkan pengetahuan l{esadaran ﬁan peran serta masyarakat
penyelenggaraan Adaptasi Keblasaan Baru dalam “Pencegah
Pengendalian COVID-19; C
h. mendorong pemerintah kabupaten / kota untuk mene‘capkankebgak
rangka melaksanakan adaptasi kebiasaan baru, dan’ ST
i. melakukan upaya lain yang d1per1ukan sesuai dengan ke‘c ntua:n pe turan
perundang-undangan. i
Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemermtah Daerah__-;-sebag
dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten/kota berkewaﬁha mer
kebijakan Adaptasi Kebiasaan Barm daiam P@ncegahan "'dan e
COVID-19 di kabupaten/ kota - o




PasalS . _ i i R
Dalam rangka pelaksanaan kewenamgan sebagalmana dlmaksud cialam Pasai 7 s
Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut: L i ke
a. melakukan sosialisasi, penyrduhan dan - penyebarmasan 1r1f0rmas1 penc' gahan' §
dan pengendalian COVID-19; o B
b. melakukan pemeriksaan, pelacakan, 1solasz dan pengobaian terhadap peﬁdema,
. melakukan pengawasan perjalanan orang yang masuk ke Daerah; o -
.melakukan disinfeksi, dekontaminasi,. da:n [atau - deratlsas1 terhadap barang?,
dan/atau sarana transportasi; G
e. melakukan upaya lain yang diperiukan sesual dengan ketentuan pmaturan‘if}
perundang-undangan. R P R ey e

oo

Pa.sal Q- _ _ S R :
(1) Sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan mformam sebagazmana dzmakaufj
dalam Pasal 8 huruf a dztujukan untuk memberikan edukasz _COV_II;) 19 .'pada

dalam rangka mewujudkan kesadaran bersama un‘mk melakukaﬁ pe
dan pengendalian COVID- 19 : : : L

COVID-19, _
(3) Tim sosialisasi sebagaimana damaksud pada ayat ( ) terd1r1 'at
a. Pemerintah Daerah

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan deng:—m Keputusan Gube_._
(5) Dalam rangka efektifitas = pelaksanaan seszalzsam
penyebarluasan informasi peﬁcegahan dan peng@ndallsﬂl :
pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk. t1m s0s1a11sa' PEnce
pengendalian COVID-19 tingkat ka’bupaten / kota '

Bagxan Kedua o
Hak dan. I{ewajlban Masyarakat

: Pasal 10 - S :

Setiap orang dalam pelaksanaan Aciapta31 Keblagaan Bam dalai

Pengendalian COVID-19 pada masa Pandemi berhak .

a. memperoleh perlakuan yang sama dalam upaya pelhnduﬂgan cese

keselamatan masyarakat dalam masa Paﬂdemi COV}TD 19;

b.ikut serta dalam program Pemerintah Daerah dl_ s

masyarakat akibat dampak dari Pandemi COVID-19; dan

c. ikut serta dalam upaya pencegahan dan pengendahan___ penulara; B
COVID-19 di Daerah. Lo e :

Pasal 11 B .
(1) Setiap orang dalam pelaksanaan Adaptas1 Keblasaan Baruf- _
dan Pengendalian COVID-19 dalam masa Pandemi’ berkewajzb 1 :
a. menerapkan pola perilaku hidup | bermh dan sehat dalal ‘beraktivita

b. menjaga daya tahan tubuh; -~ = . S
c. menerapkan perilaka d151p11n pada akﬂvxtas Iu:
melaksanakan protokol kesehata:a yang mehpuu i




2. wajib menggunakan maske “yang: menutu
dagu, jika harus keluar. rumah atau ermtel alesi
tidak diketahui sta’cus keseha‘tannya, e

3. selalu menghmdarl menyentuh mata, h1dung an mt"i'
ya:ﬂg tidak bersih; S i

4. menjaga jarak fisik (physzcal dzstancmg) dan e

5. mengucapkan salam dengan tidak: berjabat tang’

d. menerapkan karantina mandm atau isolasi mandm selar
hari atau sampai- dengan keluamya hasﬂ pemerlksaaz
fasilitas kesehatan bagi: ; - s
1. orang yang berdasalkan ha,sﬂ pelacakaﬁ mempunyal k:

kasus terkonfirmasi’ posmf COVID-19; danjatau- o

2. orang yang terkonfirmasi COVID-19, tetapl tldak bm ge;al'

(2) Kewajiban sebagaxmana ‘dimaksud. pada; ayat (1
kondisi dan lokasi sesua; dengan_ketentuan pera'tu
(3) Setiap orang yang telah ditetapkan: i ar
berdasarkan - penda‘taan wajib . menglkum
ketentuan peraturarn Pel undang~undangan

' Pasal 12 5
Setiap penanggung jawab kegaatan / usaha’ dalam peia__ san
Baru dalam Pencegahan dan’ Pengendahan COVED 19 dalam
melaksanakan ketentuaﬁ sebagal bez 11{111'.

COVID 19 pada keglaian / usaha, dan
b. wajib rnenerapkan penlaku dlSl_phn penerapan protol

usahanya, . S
2, menyediakan fasmtas ‘Lempat _cum angaﬂ sesual standar yang
mudah diakses; : i '
3. melakukan- pengecekan suhu tubuh bag1 selurul
datang pada kegzaian / tempat usaha,
4. mewajibkan - seuap orang/ pengun_]
masker --

. mengatur jam kungungan, &
10. melakukan - sosialisasi, eduka 51,0

penyebarluasan pelaksanaan protokel kesehatam
11. mengupayakan pembayaran secara non tunaij'(' ashles

kesehatan;. dan .
13. melaksanakan protoko' :
instansi/ peja‘bat yang bemenang--i sesuai

undangan. L




(1)

- BABII :
FELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian
COVID-19 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mensinergikan
pemenuhan kebutuhan kesehatan dan perlindungan keamanan masyarakat
pada masa Pandemi COVID-19 dengan pemulihan kegiatan sosial budaya dan
perekonomian masyarakat.

Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian
COVID-19 di Daerah meliputi aspek:

a. keagamaan;

b. sosial budaya;

c. ekonomi; dan

d. penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanalkan berdasarkan PPKM berbasis mikro sesuai dengan kriteria level
yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Aspek Keagamaan

Pasal 14

Pemerintah Daerah mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Adaptasi

Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek

keagamaan agar masyarakat dapat beribadah dengan aman dan sehat dalam

masa Pandermni.

Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian

COVID-19 pada aspek keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}

bertujuan untuk:

a. memastikan pemenuhan hak masyarakat untuk tetap melaksanakan
aktivitas ibadah dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan
kesehatan di masa Pandemi; dan

b. menjaga kekhusukan dan kualitas ibadah serta mencegah penyebaran dan
penularan Pandemi di tempat ibadah dan kegiatan keagamaan.

Pasal 15

Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada

bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

a. pelaksanaan kegiatan keagamaan pada rumah ibadah sesuai dengan protokal
kesehatan;

b. pelaksanaan kegiatan sosial pada rumah ibadah dilaksanakan sesuai dengan
protokol kesehatan;

c. edukasi, sosialisasi dan penyebarluasan informasi penerapan Adaptasi
Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di rumah
ibadah;

d. penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan rumah ibadah dalam
rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan
Pengendalian COVID-19; dan

e. mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan,

4 EEIF AT o
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diperlukan rumah ibadah’ sebawa;maﬁa dlmaksud pada 'aya‘t--=_ 1) hu
dengan kemampuan keuangan Daerah : :

. Pasal 16 : ' SEIET B G

(1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendahan COVED«?EQ pada-
aspek keagamaan sebagaimana’ dlmaksuci dalam’ Pasal 14 dan Pasal 15
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dltetapkan oleh Men‘tem Agama" o

(2) Dalam pelaksanaan protokol kesehatan kegiatan keagamaan dan keglata
lainnya yang melibatkan banysk orang, maka penanggung 3a.wab ‘dan peserta

kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan sebagaimaﬁa dimaksu_ ‘dalam
Pasal 12. _ _ _

Bagzan Ketlga o
Aspek Sosial Budaya _'

5 Palagraf 1
' Umum

Pasal 17 - e S
(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Adaptasi Kebzasaz—m Bar dalamr 'Pencegah 1
dan Pengendalian COVID-19 pada aspek sosial- budaya dengan 1 engutama
keselamatan dan kesehatan masyarakat guna mencegah pénu 2}
Daerah.
(2) Pelaksanaan Adaptasi Keb:asaan Baru daiam Pencegahan dan Pengendalian
COVID-19 pada aspek sosial budaya sebagalmana dimak d
dilakukan melalui pembiasaan perilaku” dlSip}m p&da aktmtas
dengan melaksanakan protokol - kesehatan menjaga_;;“,
penggunaan masker, kebiasaan- mencucz tang&m men_]_
meningkatkan daya tahan tubuh. :
(3) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dz—m Pengendahan CGVID 19
aspek sosial budaya sebaga:emana dzmaksud pada ayat (1) ' i
a. kesehatan; _ g
b. pendzdlkan, .
¢. kepemudaan dan olahraga; ' P
d. pemberdayaan perempuan dam perhndungan anak dan
e. kebudayaan. : . -

Paragra:f 2 :
Bidang Kesehatam

P‘asal 18 R

(1} Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah: yang menye} 23
pemerintahan di bidang kesehatan, melakukan upaya terpadu de
peran serta masyarakat untuk terlaksananya Adap‘tam Kel aSaa
Pencegahan dan Pengendalian COVID-19- pada’ bldang kese_' 2
menjamin pemenuhan hak masyara}{at dan tenaga kesehaian de am
Pandemi.

(2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan- Baru dalam Pencegahar;.
COVID-19 pada bidang kesehatan sebagalmana dxmaksud pa
bertujuan untuk: __
a. melakukan pemenuhan hak dasar masyaraka‘t untuk mendapat

pelayanan kesehaian selama masa szdemi CGVID 19 .

darl fungsinya; dan
¢. meningkatkan kesehatan masvaraka‘t &eiama masa P&md




Paszal 19 -
(1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Peng@nd
bidang kesehatan sebagaunana d1maksud dalam Pagal 18 meliputl

Daerah; i
b. penyesuaian layanan pada faszhtas pelayanan'__- :
Panderm COVID 19 L Sl

yang berperan dalam menangam pandeml COVL{ID 19’" pada
pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan; =
e. penyediaan alat pelindung- diri- dan menemma Vaksma& tahar
semua tenaga kesehatan dan petugas pada fasﬂ1tas_ ;
atau institusi kesehatan sesueu standar dan tmgl at

sesuai dengan kemampuan keuangan Dae:rah

Pasal 20

kesehatan meial«:ukan ker_}a sama dengan pemem
rangka melakukan smergz kebljakan pelaksanaa

dengaﬁ
a. menerapkaﬁ pr otokol kesehatan secara ketat

b.
. melakukan pengecekan Suhu mbuh bagi
pelayanan kesehatan; ~ © S .

. mewajibkan pengun;ung memakaz masker

. memasang med1a mfmmasz yang bens

& O 0

g

melakukan pembatasan Jarak ﬁs11<:
. mencegah kerumunan orang; daﬁ _
.membuat sirkulasi’ udara di - ruang pel_a"'an
bertekanan udara negatlf ya1m1 mengusahakan '
masuk dengan cara membuka pmtu dan Jendel
dengan kipas angin. . S

il 1=




(2) Penyesuaian layanan pada faszhtas pelayanan Lese )
dimaksud pada ayat (1) dalam rangka Pencegahan daﬂ Pengen(i&ﬂlan COVID~
meliputi  kegiatan: meningkatkan penemuan suspecf: sesuai - target- o
nasional/Daerah, menyiapkan kapasitas - laboratormm contact tracmg, St
karantina dan isolasi, dan tatalaksana kasus. - : S

(3) Dalam rangka menjamin terlaksnanya layanan pada fasﬂltas pelayammjj_
kesehatan dalam masa pandemi COVID- 19 ‘sebagaimana. dima,ksud pada ayat L
(1) dan ayat (2) dilakukan monitoring dan’ evaluasi oleh. p@nanggung 3awa}::_ifjr:.;i
fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau dapat membentuk tim monitori inga

{4) Penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam’ pelayanaﬁf;koﬂsultam
tindakan medis pada fasilitas pelayaman kesehatan sebagaimana - ZsU1
pada ayat {1} hurufa dﬂai{ukan sesuai dengan I{etentuan peiaturan per ﬁda‘nff
undangarn. : S . SRl s

Pasal 22 : SEar b :
Setaap penanggung jawab fasﬂztas pelayanan kesehatan Wagzb melakukan_

ketentuan peraturan perundang»urzdangan

Paragraf 3
Bidang Pend1d1ka_n

Pasal 24 AT
(1} Perangkat Daerah yang memyelenggarakan urusan pem
pendidikan, melakukan upaya t<~31 padu

a.

dan fungsinya; dan i .
c. mencegah penyebaran dan pemularan Pandema VIL
pendidikan. o AR S

Pasai 25




e. optimalisasi penggunaan teknologti mfoz masz daiam men u
Adaptasi Kebiasaan Baru: dalam Pencegahaﬁ dan Pengendahaz ¢
bidang pendidikan; o

f. penyedlaan sarana dan prasarana pada satuan pendxd:tkan zmhk Pe-n

. peningkatan peran komite sekclah dan masyaraka’[ﬁ__
penerapan protokol kesehatan pada satuan pend1d1kan d
.melaksanakan edukas1 _ soszahsasu dam

bidang pendidikan kepada masyaraka‘t S
(2) Pelaksanaan protokol kesehatan pada. Satuan pendldlkan d
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} mehpuu 1embaga i

a. Pendidikan,; : :
b. pelatihan;

c. penelitian;

d. pembinaan; dan

e. iembaga sejenisnya.

kemampuan keuangan Daerah

Pasal 26 LU
(1) Penyesuaian metode pembela_}aran pac'{a masa Pancie'

Pengendalian COVID-19 bidang pendadﬂ{an mehputi
a. pembelajaran jarak jauh dalam’j garmgan, o

b. pembelajaran tatap muka; . - = e S
c. pembelagaran jarak Jauh 1Liar Jarmgan dan / atau

dimaksud pada ayat (1) dzlakukan dengan_
kemasyarakatan dan memperﬁiquat pendldxhan karaki:_
peserta didik. S SRR

Pasal 27




Pasal 28 ; : - iy
Setiap satuan pendidikan wajib melakukan pe11yesua1an 1ayanan dzm pem'be'lagaran_-:f
dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendahamﬁ o
COVID-19 bidang pendidikan. . : i

Pasal 29 : SRR
(1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendahan CQVID 19 pacia
bidang pendidikan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemermi:a}a“_'_-; g
Daerah, kondisi geografis Daerah kondisi masyarakat daﬁ keamfaﬂ 10kal S
masyarakat. It
(2) Tata cara dan pelaksanaan teknls penerapan Adaptasi Kebla.saan B'lm daiam:’ S
Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pendzd;kan dﬂakukan S
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. e

| Paragraf 4 _ B
Bidang Kepemudaan dan Olahraga =

Pasal 30 - : L L
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemenmahan dz bldamg:j{ G "
kepemudaan dan olahraga melakukan upaya terpadu dengan mehbaﬁ:kan peran. .
serta masyarakat untuk terlaksananya - Adaptasi’ Kebiasaan  Baru dalam .
Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam rangka menjamin p&menuh_ nhalk: oo

masyarakat atas kegiatan kepemudaan dan 1<:eolahragaan dalam masa F’andemi'
COVID-19. i R S

(1) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam- Pencegahan dan Pengendahamﬂ
COVID-19 bidang kepemudaan bertujuan untuk: : =
a. memastikan pemenuhan hak pemuda untuk tetap: meiaksanakm‘l aktiumg
kepemudaan dengan tetap mengutamakan keseiamatan dan :keamanan"
kesehatan di masa Pandemi COVID-19; _ : R
b. menjaga prestasi pemuda untuk tetap berdaya’ Samg, dan T .
c. mencegah penyebaran dan penularan Pandemz COVID 19 d1 temp&t keglmaﬁ-..
kepemudaan

bidang kepemudaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1 ) mehput:
a. pelaksanaan protokol keschatan dalam pencegahan’ penyebaran

penularan Pandemi COVID-19 dalam kegiatan kepemudaan; =~
. fas:thtasz penyesuaian peiayanan kepemudaan di- masa Pandem1

Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID- 19 Lot
d. peningkatan peran pemuda dalam pencegahan dan penyebari___ 521  _;:-
COVID-19; -
e. penyediaan sarana dan plasarana yang mendukung pelaks;anaa.__ pmts}keﬂ
kesehatan dalam pencegahan penyebaran dan p@nularsm?aﬂdemi "CC)VI}Z} 1
di tempat kegiatan kepemudaan; dan
f. sosialisasi dan penyebarluasan peiaksanaan Adapita& Keblasaan Bar -i"cia}am-e
Pencegahan dan Pengendahan COVID-19" bzdamg kepemuda_ ada
masyarakat.

~ Pasal 32 o Sl

(1) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam. Pencegahan dan Peng
COVID-19 b1dang keolahragaan bermjuan untuk :
a.




(2)

(2)

Adaptasi Kebiasaan Baru daiam Pencegahan dan Pengendahan (;‘;OVI
bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mehpu’u i F
a. pelaksanaan protokol kesehatan dalam pencegahan penyebaran d&n
penularan Pandemi COVID-19 dalam kegiatan keolahlagaan _ _ SRR
b. penyesuaian fasilitas pelayanan dan kegiatan keoiahragaan d1 masa Pandemz_--__ﬂ_
COVID-19; .
c. penyediaan sarana dan pfasaraﬂa yang mendukung pel&ksanaan pi@i@k{ﬂ;_if o
kesehatan dalam pencegahan penyebaran dan penularan Pamdeml COVID 19 S
di tempat olahraga; dan : T
d. sosialisasi dan penyebarluasan informasi peiaksanaan Adaptasa Kebiasaan' e
Baru dalam Pencegahan dan Pengendahan COVID- 1@ bidang keoiahzag&an*
pada masyarakat. S

. Pasal 33 : RN TS R RN I B
Penyediaan sarana dan prasarana pada tempat’ keg1atan kepemudaan dam;_-" i
tempat olahraga milik Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Adaptasi
Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendahan COVID-19 ;-_.bzdﬁng.
kepemudaan dan keolahragdan dilakukan sesuai dengan 5 kemampu&ﬁ'
keuangan Daerah. : : A
Selain penyediaan sarana dan pr&s&u ana’ sebagalmana d;maksud pada ya’z (1
Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana cian prasal rana pada;
tempat kegiatan kepemudaan dan termpat olahraga Imnnya ses;um kemampmm"-:
keuangan Daerah. T L :

Pasal 34 RS e

Penyesuaian fasilitas pelayanan dan kegiatan. l«:eolahragaan di mas med@mii

COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) ‘huruf b, m

a. membatasi jumlah pengunjung dari kapasztas area pubizk atau

lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang; = = el

b. memberikan informasi berkaitan dengan kapaszias a:t‘ea pubiiik ata"
lainnya yang digunakan:

c. melakukan pembersihan dan dlsmfek31 tempat pelaksanaan_ kegiatan
kepemudaan dan/atau keoiahragaan ‘) -

d. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai“'
e. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh peserta. ata
yang datang pada kegiatan keﬁpemudaan dan/atau keolahr ___ga
f. mewajibkan seﬁap peserta/ pengun}ung meﬁggunakan masker e

kesehatan;
h. melakukan pembatasan jar ak fisik palmg kurang 1 (satu) meter
i mencegah kerumunan orang.

olahraga dengan ln‘tensztas tinggi di daiam/ 1"Liar mangan guna menghmda
gangguan pada jantung dan pembuluh darah. .




Paragl af 6 . ER :
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Periandungan Anak

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pememnt&han ciz b1da:ﬂg,::
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan- upaya terpazi B
dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk terlaksanaﬁya Adaptag;f o
Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan  Pengendalian CC}VID 19 bidmg-n___' e
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. =

(2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahem dan Pengendahan
COVID-19 bidang pemberdayaan perempuan - dan’ p@rlzndungan anak!__f’f S
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: S
a. menyelenggarakan pemberdayaan perempuan dan perhndungan arzak deng&n-”{_ﬁ_f L

memperhatikan protokol kesehatan; i
b. memastikan pemenuhan hak perempuan dan’ analk dalam maSa Panciemiﬂ-_f?.}l”:?

COVID-19; dan
c. mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuaﬁ dan anak daiam ma%& f

Pandemi COVID-19. _ - s

. Pasal 37 : S
Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan c'tan Pengendahan COVED 19

Pasal 36 meliputi: : _
a. pelaksanaan protokol kesehatan pada fasﬂltas pelayanan pembe'd' jyaai '
perempuan dan perlindungan anak di Daerah yang mehputl -

1. melakukan

pembersihan dan desmfeks1 ‘secara berkaia :'_'pada

2.

3.

kesehatan pada fasiltas

perhndungan anak;

. penyesuaian penanganan dan pelayanan perempuan dan anak; kf::s y
pidana perdagangan orang dan tindak kekelasan pada. masa Pandem :
. pengumpulan data terpﬂah perempuan dan aj'lak dalam rangka? m@

keuangan Daerah; dan : _ .
. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Adaptaga Kebl

HARD P
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- Pasal 38 R AR
(1) Pencegahan tindak pidana perdagaﬂgan or&ng dam kekerasan terhada@; S
perempuan dan anak dalam Adaptasi Kebiasaan-Baru dalam Pencegahaﬂ dan
Pengendalian COVID-19 bidang pemberdayaan perempuan dan perhndungaﬁ-}j-"2-'- e
analk dilakukan dengan melibatkan peran aktif keluarga dan’ masyarakat SR
(2) Dalam rangka pencegahan tindak kekerasan terhadap’ perempuan dan anah d1 BEERE.
masa Pandemi, perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan.
pemerintahan bidang pembez dayaan perempuan dan- perlmdungem a:ﬁak__ Ek
melakukan: SR
a. pelaksanaan gerakan terpadu untuk melindungi pefempuan d&m a:nala pad&--
masa Pandemi COVID-19; dan - e
b. optimalisasi pelaksanaan konsultasi perempuan’ dan anak: pada ma%a s
Pandemi COVID-19, ' . SR g R

Pasal 39 TR R

(1} Penerapan Adaptasi I{eblasaa;n Baru dalam Pencegahan dan Pengendahan_-*ﬁ’.'_-fﬁ_.‘__ ;
COVID-19 pada bidang pemberdayaan perempuan - dar - perlmdungan analcis o
dilakukan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, ‘sumber. daya;
Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penu}aran COVID 19 i

(2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru: dalam:_'z-"”ﬁs"f:""
Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 . pada bidang pemberdaif&anf-
perempuan dan per hndungan anak dilalukan Sesueu keteﬁtuan peratumni
perundang-undangan. SR SRR e

5 Paragraf 7
Kebudayaan

- Pasal 40 - R

Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru- dalam Pencegahan d;m _ Pengeﬂdahm

COVID-19 bidang kebudayaan bertu;uan untik: S o

a. menyelenggarakan kegiatan sosnal kemasyaz akatan denga mempe
protokol kesehatan; S

b. memastikan pemenuhan hak pelaksanaan kegxatan soszal kemasyar
dalam masa Pandemi COVID-19; dan G

c. mencegah terjadinya  pelanggaran -~ hak pelaiqsanaan ate
kemasyarakatan dalam masa Pandeim COVID-19, L

Pasal 4 '[

dalam Pencegahan dan Pengendahan COVID-19 badang kebudaya&:ri,'_-'
c. sosialisasi dan penyebarluasan informasi: pelaksanaan Adaptasi Kebi;
Baru dalam Pencegahan dan Pengendahan COVID 19 bzdmlg ke'b daye
pada masyarakat. S
(2) Kegiatan di bidang kebudayaan sebagalmana dlmaksud pada 'aya‘t (1) meliput
a. seni budaya; : _ S
b. upacara adat;
¢. resepsi pernikahan;
d. pemakaman; dan o
e. kunjungan belasungkawa/ takmah
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B:agian Keempat
Aspek Ekonomi

- Paragraf 1
Umum

Pasal 42 ; _

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Adaptasi Kebiasaan ~Baru . dalam -~
Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada aspek . ekonomi, dengﬁn-- .
mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakai selama' P
Pandemi. R

(2) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendahem COVID 19 aspek ERIEt
ekonomi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) meliputi b}dang - S

. penanaman modal;

. pariwisata;

pertanian, pangan, kelautan dan perikanan;

. perindustrian dan perdagangan;

koperasi, usaha kecil dan menengah;

tenaga kerja; dan '

g. perhubungan. s R

(3) Perangkat Daerah vang menyelenggarakan urusan pemermtahan d;1 bidang_' L
ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat {2) melakukan koordinasi demwan_ﬁ_
pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Adaptaszi Kebzagaan Baru S
dalam Pencegahan dan Pengendahan COVID-19 aspek ekonoml : :

=0 A0 o

- Paragraf 2
Bidang Penanaman Modal

Pasal 43 ey R : i

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bzdang penanaman maﬁai R
melakukan upaya terpadu derigan pelibatan peran- serta masyarakat untuk:
terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengeﬂdaizan_
COVID-19 di bidang penanaman modal. - .

{(2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam’ Penceaahan d&i‘l Peﬂg{mdahanj
COVID-19 bidang penanaman modal sebagazmana dlmaksud pada ayat (1)}
bertujuan untuk: oy

a. memastikan penyelenggaraan kegiatan b1dang mvestam te‘i:ap berjaian*
dengan menerapkan protokol kesehatan; dan B -

b. menerapkan pelayanan investasi berbasiskan . telmaiogl mformaSI daiam'
rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat ch ma&a Panr;i'mm'!

. Pasal 44 . S
Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendahan C@VID 1‘3 dz bldai‘ag.
penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 mehputi Bl .
a. pelaksanaan protokol keseha‘caﬂ pada fasilitas peiayanan penamaman mmdai eh :;
Daerah; i
b. penyesuaian pelayanan penanaman modal di masa Pandexm COVID ig“‘-. : T
c. optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pt»‘*}aksanaan--'
pelayanan investasi pada masa Pandemi COVID-19;" R Lo
d. peningkatan kualitas sumber ‘daya manusia yang memahaﬁu; __:pe_nggu aa?::i_
teknologi informasi untuk pelayanan investasi pada masa. Pandemi COVIDn
e. sosialisasi  dan penyebariuasan pelaksanaan Protcrkoi Kesehatam : S
Pencegahan dan Pengendahan COVID-19 bzdang penanaman mt:)eial pﬁxﬁ& A
masyarakat. S




Pasal 45 S : Lo
(1) Penerapan adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penc:egahan dan Pengendaimn;f A
COVID-19 pada bidang penanaman modal dilakukan dengan memperhaﬁkan TR
kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya Pemermtah Daelah kandmi N
masyarakat dan resiko peﬂula_lan COVID-19. : S
(2} Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebiasaan Bm‘u dahm& B
Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada  bidang- pﬁnanaman mocfai L
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan L |

| Paragraf 3
Bidang Pariwisata

Pasal 46 e e e

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di- b1dang pariwma*ﬁa,_j S

melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran’ serta masyarakat untuk
terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendahan“-- ok

COVID-19 di bidang pariwisata. TS

(2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan P@ng@nda}mnu L

COVID-19 bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pacia ayai: (1) bertu;um;"_ SRR

untuk: :

a. melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha parzw;sata dan masyarakmi

pengguna wisata secara masif dan berkelanjutan; - e

b. memastikan penyelenggaraan kegiatan di bldang panwzsata bex Jalan d@ngsz'

menerapkan protokol kesehatan; dan o

c. menerapkan pelayanan pariwisata yang seha‘t dan berk@lanjutan . :

rangka menjaga kesehatan dan keselamatan - masyaiakat d1 mas;a pandemi:
COVID-19. < e

Pasal 47 e R

(1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendahan CC)V}QD 1@

bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasai 46 melzputz i

a. pelaksanaan protokol kesehatan bagi peﬁgunjung dan pelaku
Daerah; R

b. penyesuaian pelayanan par1w1sata di masa’ Pandemz CGVID-—

c. optimalisasi  penggunaan = teknologi - 111forma31 dalam

penyelenggaraan parawisata pada masa Paﬂdeml COVID 3&-} S

d. pelibatan masyarakat dalam’ penyelenggaraan parlmsata Ada' St __'”L €

e.
kesehatan terhadap penyelenggaz asn Adaptas1 Kebza‘saan Bai*
Pencegahan dan Pengendahan COVID 19 bzdemg p&mmsatap o e
f.
g.

Pengendalian COVID-19 di bzdang pamnwsata, d&l‘l U
h. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan: ﬁdaptaﬁ K@hiasaan 1
Pencegahan dan Pencrendahan COVID-19 bldang parrmsa"
masya;akat

huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemnciang=
dan kemampuan keuangan Daerah




Pasal 48
(1} Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di b1dang p&rzwrs&m
berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka melakukan

sinergi kebijakan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan o

dan Pengendalian COVID-19 bidang pariwisata.
(2) Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota dﬂaksana}{am
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49 : -
(1) Setiap kegiatan usaha pariwisata wajib melakukan pcnyesua&an peiayaman S

pariwisata dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan |

Pengendalian COVID-19 bidang pariwisata. -
(2) Penyesuaian pelayanan pariwisata sebagaimana d1ma1{sud pada avat {1}
meliputi:

a. membatasi jumlah pengunjung dari kapasitas area pubhk atan iempa‘i:' SN

lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang;

b. memberikan informasi berkaitan dengan kapasitas area pubhk atau tempm =

lainnya yang digunakaan;
. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat wisata;

mewajibkan setiap pengunjung tempat wisata menggunakan ‘masker; :
kesehatan;

.melakukan pembatasan jarak fisilc paling kurang 1 (satu) meter dan
i. mencegah kerumunan orang;

. ga ™o 0.0

. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yang memadai dz'a.n mudah dzaks,m L _;:': :_' :
. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh pengunjung tempat wmata} SR

. memasang media informasi berkalt&n dengan himbauan penerapan pz Otakai b o

(3] Setiap penanggung}awab tempat wisata atau pengusaha pammsata w&;ab=_'fs_f:[.;: L
melakukan penyesuaian pelayanan pariwisata sebagalmana dimaksud - paﬁa-__ SRR

ayat (2) dalam rangka peiaksanaan Pencegahan dan Pengendalzan CC}VID 19

Pasal 50

(1} Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengene:iahaﬁ- . o
COVID-19 pada bidang pariwisata dilakukan dengan memperhatikaﬁ kebljakzm_'__*_;'_f

Pemerintah Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.

(2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebzasaan Baru tiaiam-_. : -
Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang pammsata dﬂakuk:an_

sesuai ketentuan peraturan perundang—undaﬂgan

Pasal 51

Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung]awab resioran/ wmah
makan, warung makan, kafe, dan lapak jajanan -wajib meiaksanakan P}"o‘tehgi-'f'_'f} R
Kesehatan dalam Adaptasi Keb1asaan Baru dalam Pencegah&m dan Peﬁfrendahan S

COVID-19 sebagaimana dimaksud da}am Pasal 12.
: Paragraf 4
Bidang Pertanian, Pangan,
Kelavtan dan Perikanan

Pasal 52

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemermtahan bic%ang | "
pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanan inelakukan EEE
upaya terpadu dengan pelibatan peran serta masyarakat untuk: terlaksananva [

Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Penoendallan COVID IQ
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(2)

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pémermtahsm bzdang S
pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan perikanaﬁ beﬂmordmam S
dengan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka melakukan sinergi kebijakan .
pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Perzgendahan e
COVID-19 bidang pertanian, bldamg pangan, serta bidang ke}autam dari p@mkanan o

(1)

Pelaksanaan Adaptasi Keblasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengenda}zmi:
COVID-19 bidang pertanian,  bidang pangan, serta bidang 1<eiau‘tan dan

perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk

a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang pertanian, b:idémg pangan,

serta bidang kelautan dan penkanan tetap berjalan dengan. men&rapkan
protokol kesehatan;

b. menerapkan pelayanan kegiatan pertanian, pangan, serta ke}autm dan
perikanan yang sehat dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan
dan keselamatan masyarakat di masa pandemi COVID-19; dan

c. menjamin ketersediaan pasokan hasil pertanian, pangan, serta kelautan dan -
perikanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa - Pandemi
COVID-19. :

Pasal 53

Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengenciahan COVII} 19' -

bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan p&rlkaﬁaﬂﬂ
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi:

a. pelaksanaan protokol kesehatan bagi petani, peternak daﬂ neiayan daiam“ b

kegiatan yang melibatkan orang banyak;

b. penyesuaian pelayanan bidang pertanian, bidang pangan serta b}.{iaﬂf’ -

kelautan dan perikanan dengan menerapkan protokol kesehataﬁ d1 ma&a L
Pandemi COVID-19; '

c. peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber- daya manusia terkmt._'f- ﬁ:_- |
penerapan teknologi di bldang pertanian, bidang pangan serta b}de«mg I

kelautan dan perikanan di masa Pandemi COVID-19;

d. penyesuaian pembinaan dan pengawasan bidang peztaman, b1dang pangan i

serta bidang kelautan dan perzkanan di masa Pandemi COVID-19;:

¢. penyediaan sarana dan prasarana di bidang pertanian, bidang’ par}gsm, S@riai: Gl
bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangan Pemermmh; S
Daerah dan kemampuan keuangan Daerah untuk pelaksm’lazm Ad&pﬁa&z e

Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;"

f. pemberian insentif bagi petani, peternak dan nelayan dalam raﬁglm ..;
menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pertamaﬂ S

pangan, serta kelautan dan perikanan di masa Pandemi COVID-19;

g. fasilitasi pemasaran hasil pertanian, pangan, serta ke}auian daﬁ pez&kaﬁaﬁ dif‘- e

masa Pandemi COVID-19; dan

h.sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan Adaptas1 Kebzas;aanf: S
Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 ‘bidang. pertamam,j:_ﬁifg_ S
bidang pangan, serta bzdang kelautan dan penkansm bag1 petam petemak;-'- s

dan nelayan.

Pemberian insentif bagi petani, peternak dan nelayan. sebagazmana dxmaksudf_ o
pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai keten‘i:uan p@ratumn p{arumﬁangﬁ R

undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 54

Pasal 55

Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dal“i F’engenda}mn}j SR
COVID-19 pada bidang pertanian, bidang pangan, serta bidang kelautan dan
perikanan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan - Pemerintah: Ea@mh SR

sumber daya Pemerintah Daerah kondisi masyarakat dan’ lesﬁ{o penui&mmf B

COVID-19.
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Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Keblaaaaﬂ Baru. dzalm_
Pencegahan dan Pengendahan COVID-19 pada bidang ‘pertanian, . bidang :
pangan, serta bidang kelautan dan perikanan dilakukan sesuai ketentuan

peraturan pemndang»undangan

Paragraf 5
Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 56
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perindustrian dan bidang perdagangan melakukan upaya terpadu dengan
pelibatan peran serta masyarakat untuk Adaptasi Kebiasaan Baru dalam
Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian  dan-
perdagangan. ' | _ : '
Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian
COVID-19 bidang perindustrian dan bidang perdagangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: '

a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang perindustrian dan’ bidang -

perdagangan tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan; dan

b. menerapkan pelayanan kegiatan permdusinan dan perdagaﬂgan vang sehat : =

dan berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan
masyarakat di masa panderm COVID-19.

Pasal 57 ' _
Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendahan COVID=19
bidang perindustrian dan bidang perdagangan sebagalmana dlmaksud daiam'_ﬂ
Pasal 56 meliputi:
a. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Adaptasi Kebzasaan Baru daiam; -
Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan bidang

perdagangan dalam rangka memastikan pelaksanaan protokol kesehatan . '
bagi pelaku wusaha dan pembeli dalam kegiatan permdusma:n de?m:

perdagangan;

b. penyesuaian aktivitas permdustuan dan perdagangan pada 1’1‘1&“5& Pand@mi_"_‘j_]* _

COVID-19;

c. penyesuaian pembinaan b1da_.ng perindustrian dan b1dang perdagangan pada: ERE

masa Pandemi COVID-19;

d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pene?apan tekmﬁagﬁ
informasi dan pemasaran pada bidang permdustnan dan badm’igf-' '

perdagangan di masa Pandemi COVID-19;

e. penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan - Adaptasx Kebza%aam: 3
Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bid&f’ig pemndugtmm_ O

dan bidang perdagangan;

f. sosialisasi dan penyebarluasan pelaksanaan Adaptasi Keblasaan Baru ciaiam-_ . |
Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang peimdusman dém bldfcmgi SO

perdagangan; dan/atau

g. pelibatan masyarakat dalam sosialisasi dan penyebarluasan mfcrmasa terkmt ﬁ S
pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pez‘zcegahan dan Pengeﬂdalmn"r'_[--_':i ¥

COVID-~19 bidang perindustrian dan bidang perdagangan. .

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan sarana- dan prasaraﬂa' Sl
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terkait pelaksanaan Adaptasi =
Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang
perindustrian dan bidang perdagangan sesuai dengan kemampuan keu&ngam'_ S

Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 58 A S T
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemermtahan ei1 bici:»mg_ T
perindustrian dan bidang perdagangan berkoordinasi dengan pememn’tahj S
kabupaten/kota dalam rangka melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan tanaman R
baru berbasis kearifan lokal b1dang perindustrian dan bidarig perdagangan '

Pasa.l 59 ‘ ’ : o
Setiap industri dan usaha perdagangan wajib melakukan penyesuaaan Iayanan daﬁ' el
kegiatan dalam pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam. Pencegah’m dz‘m MEE R
Pengendalian COVID-19 bidang perindustrian dan bidang per(iagangan SRR

Pasal 60 o
Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat dl tempat i
kerja/tempat kegiatan yang menjadi kasus Suspect, -kasus Propable, kontak =
erat dan kasus konfirmasi, maka penanggung jawab tempat permdustnan dan..
perdagangan wajib melakukan k:etentuan pemutusan mata rantal penularamﬁ IR
COVID-19, yang meliputi; L
a. melaporkan dan berkoordinasi . dengan pusat kesehatan masyarakai atau &
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan - urusan’ pemermtah bié&ng RS
kesehatan; S
b. melakukan penghentian sementara aktivitas - di tempat ke ja/tempati”ﬁ EEIER
kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi palmg kura}:lg 1x24 (sam?_ SRR
kali dua puluh empat) jam dengan menyesuaikan kapasitas ruangar; e SRR
c. melakukan pembersihan semua area kerja pada’ permukaan yang seimg“__' FIERTa
disentuh pekerja dengan cairan pembersih/cairan disinfektan: SR
d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat  kerja/tempat’ I«::eglatan beuku*ﬁ:. L S
fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit; o e
e. mengatur sirkulasi udara di daiam tempat yang terkontammam pekema S&fd‘i‘. S
dan R
f. melakukan pemeriksaan kesehatan dan isolasi maﬂdm/kalantma mza.mizri-_; o
terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat. yang pemah melakukan: kon@rak] e
fisik dengan pekerja dan/atau anggota masyarakat yang terpapar CGVEE) {9 '

Pasal 61 - ;

(1) Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Peneegahan dan Pengendaﬁhaﬂ};f HESE
COVID-19 pada bidang perindustrian dan - bidang: perdagangan dilakukan
dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah, snmber daya Peme '*’"ntahif
Daerah, kondisi masyarakat dan resiko penularan COVID-19.. S

{2) Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Kebzasaan Baru_ daimn' e
Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang penndustrlan dan bzdangf Eoe
perdagangan dilakukan sesuai ketentuan peraturan per undangwundangan e

Paragraf6 = . -
Bidang Kopera31 Usaha Kecil dan Meﬁengah

Pasal 62 . o e
(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kopel as:t usaha kam
dan menengah melakukan upaya terpadu - dengan pelibatan peran serta-_-.-
masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru éaiam Pencegahan:-;
dan Pengendalian COVID-19 bidang koperasi, usaha kecﬂ dan - ‘menengah. :
(2) Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam: Pencegahan dan Pengendahaﬂ@
COVID-19 bidang koperasi, usah& kecil dan menengah sebagazmana dzmaksue:i]
pada ayat (1) bertujuan untuk:
a, memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang kopm asi; usaha kec
menengah tetap berjalan dengarz menerapkam protokol keseha‘tan, {ia'i"_

proclukuf dan berkelanjutan dalam ~rangka men;aga keseha’tan d@ﬁ__ :
keselamatan masyarakat di masa Pandezm CDV",[D 19 i i )

remanfar vaznar 4».%3 f,mzz
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(1)

(2)

Pasal 63 ' :

Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendahan COVID 19

bidang koperasi, usaha kecil dan menengah sebaga;mana d;unaksud dalam

Pasal 62 meliputi:

a. sosialisasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan Adaptam Kebiasaan
Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada usaha kecil di
Daerah;

b. pelaksanaan protokol kesehatan bagi pelaku usaha kecil;

¢. penyesuaian kegiatan pelindungan dan pemberdayaan usaha kecil di masa
Pandemi COVID-19;

d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penerapan teknologi
untuk mendukung usaha kecil pada masa Pandemi; '

e. fasilitasi pendanaan sebagai modal usaha bagi usaha kecil yang terkena
dampak pada masa Pandemi COVID-19; dan

f. fasilitasi pemasaran dan pehndungan hasﬂ produksi usaha kecil. L

Fasilitasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruaf e -

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-—undaﬁgan dan

kemampuan keuangan Daerzh.’ _

Pasal 64 _ _
Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian
COVID-19 pada bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dilakukan dengan

memperhatikan kebijakan dan sumber daya Pememmtah Daemh kén'e:i:iSi c

masyarakat dan resiko penularan COVID-19.

Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptasi Keblasaan Baru. dalam' B
Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang koperasi, usaha’ kecﬁ ﬁaza- o

menengah dilakukan sesuai dengan peraturan pemndang~undangan

; Paragraf 7
Bidang Tenaga Kerja

Pasal 65

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pememntahaﬂ bzciang tenaga: - .
kerja melakukan upaya terpadu dengan pelibatan peran ‘serta’masyarakat -
untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru . dalam Pencegahan dan_i ST

Pengendalian COVID-19 bidang tenaga kerja.

Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahaﬂ dan Pengend&han" e
COVID-19 bidang tenaga kerja sebagaimana d1maksud pada ayat &)

bertujuan untuk:

a. memastikan penyelenggaraan kegiatan bidang t@naga kez 3& tetap berjalaﬁ;-':f.;”j o

dengan menerapkan protokol kesehatan; dan

b. menerapkan pelayanan bld&l’lg tenaga kerja yang sehat produktzf dmﬁf'-'_

berkelanjutan dalam rangka menjaga kesehatan ~ dan __k@se}ama‘f&m )
masyarakat di masa Pandemi COVID-19, 5 e

Pasal 66

Adaptasi Kebiasaan Baru daiam Pencegahan dan Pengenda.han COVED E?[J-

bidang tenaga kerja sebagmmana dimaksud dalam ‘Pasal 65 meliputi:

a. sosialisasi dan penyusunan program pembinaan d1 bidarzg ketenagakerjama dz-;

masa Pandemi COVID-19;

b. pelaksanaan protokol kesehatan di tempat kerja untuk mehnciungjl ten&gaf'_'ﬂ_;_;."f_'f_:i_' |

kerja di masa Pandemi COVID-19;
. penyesuaian aktivitas bidang tenaga kerja;

d. peningkatan pemahaman tenaga kerja dalam p@ngguﬁaan dan pemanfaai&nf

teknologi pada masa Pandem; COVID-19;

PrEaERAT DaTRAR
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(2)

e. pemberian perlindungan kepada tenaga kerja yang ‘terdampak: Paﬁd@mi_g_ A
COVID-19; dan [

f. fasilitasi _pola kerja dalam bentuk bekerja dari rumah- (Work Z“rom Hnme) a‘tau o
bekerja pada lokasi kerja (Work From Office) pada masa Paridemi COVID- 19.

Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. = '

Pasal 67

Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di t@mpat =
kerja/tempat kegiatan yang menjadi kasus Suspect, kasus: Pmpable, kontak -
erat dan kasus konfirmasi, maka penanggungjawab per usahaan wajib’ ‘melakukan . _
ketentuan pemutusan rantai penularan COVID-19 sebagalmana damaksud dalam:;'.'
Pasal 60, - : SR

Pasal 68

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemermtahan b1daﬁg tenaga- b
kerja  berkoordinasi dengan  pemerintah  kabupaten/kota -dalam rangka -
melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru daiam BN
Pencegahan dan Pengendalian COVID 19 bidang tenaga kerja. S

(1)

Pasal 69 S
Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendahan
COVID-19 pada bidang tenaga kerja dilakukan dengan . memperhatﬂian;';_':f-:;'-;.-;
kebijakan Pemerintah Daerah, sumber daya Pemermtah E}aez‘ah I{ondzsr-f, T
masyarakat dan resiko penuiaran COVID-19. S

Tata cara dan pelaksanaan tek’nis penerapan Adaptasi KebiésiiaﬂEé}ii"&éﬁéﬁﬁi-'_'5-.5_2 S
Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang tenaga kerja dﬂakuk&mi-.j o
sesuai ketentuan peraturan perundang»undangaﬁ ' g

: Paragraf 8 -
Bidang Perhubungan -

Pasal 70 : R

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan . urusan pemermtahan ":*blddng_g
perhubungan, melakukan upaya terpadu dengan melibatkan “peran Cserta
masyarakat untuk terlaksananya Adaptasi Kebiasaan Baru daiam Peﬁcegahmﬁfg. R TR
dan Pengendalian COVID-19 bidang perhubungan.- = & e
Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dam P@ngenciaiianf L
COVID-19 bidang perhubungan sebagaimana’ dlmaksud pada ayat (1) bertﬂguaﬁﬁ EaELE
untuk: SRR
a. memastikan penyelengga;aaﬁ kegiatan bldamg perhubungan tetap bes:jaian:_fi 8

dengan menerapkan protokol kesehatan; dan S
b. menerapkan pelayanan perhubungan yang amar, Sehat cian berkelanjumﬁ_'

dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan masyalai{at ch ma&za@fl

Pandemi COVID-19. : - : e

Pasal 71 BRI

Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan c‘{an Pengenda,ha

bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 mehputz :

a. mensosialisasikan pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru daiam Pencegaha‘
dan Pengendalian COVID-19 di bidang perhubungan s

b. memastikan pelaksanaan protokol kesehatan bagi- pengguna jasa dan 'pehkL
usaha di bidang perhubungaﬁ . FEREHT
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c. melakukan penyesuaian keglatan pembinaan dl ‘bu:iang perhubungan pa(iaj-_;. e
masa Pandemi COVID-19; el
d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penggunaan ﬂ&"i’}". .
pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung Adaptasi Kebzas&an;j_' o
Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perhubungan; S
e. penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pela}{sanaan_- S
Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendahan COV?D 39 L
dan :
f. melakukan pengawasan terkazt pemanfaatan sarana transpcrtam pub}ﬂ{? o
selama masa Pandemi COVID-19. o
Pemerintah Daerah dapat memfasﬂltasst penyediaan sarana dan pmsamna_ el
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai: dengan ketenumn_ e
peraturan perundang—undangan dan kemampuan keuangan Daerah IR

Pasal 72

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemermiahaﬁ : bzd&ngﬁ' R
perhubungan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalain rangka
melakukan sinergi kebijakan pelaksanaan Adaptasi Keblasaaﬁ Baru daiam' i
Pencegahan dan Pengendalian COVID 19 bidang perhubungan. L '

(1)

(2)

(1)

Pasal 73 o
Setiap penanggungjawab/pemﬂik usaha t1ansportas;1 waﬁb melakukém. S
penyesuaian pelayanan transportasi dalam pelaksanaan Adapta31 I{eblasaan} i
Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 bidang perbiubungan. -
Penyesuaian pelayanan transportasi sebagaimana dzmaksud pada ayat (1)-._'-__ c
meliputi: S :
. melakukan pembersihan dan disinfeksi transportasi wmum; T
. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi seluruh’ penumpang, o
. mewajibkan setiap penumpang menggunakan masker; R SR
. memasang media informasi yang berisi himbauan untuk memerapkang; SR
protokol kesehatan COVID-19; dan il
. penerapan batas kapasitas angkut pada. mobil penumpang/ bus umum
angkutan perairan, atau penumpang pada mobﬂ barang d:{sesualkan d@nﬁ&ﬁ;; e
zonasi dan/atau situasi pandemi COVID-19. ' : S
Setiap penanggung}awab /pemilik ~ usaha transpertam Waglb meiakukam L
penyesuaian pelayanan transportasi sebagaimana d1maksud pada aj,f 11
dalam rangka pelaksanaan Pencegahan dan Pengendahan COVID 19. B N
Pada masa Pandemi COVID-19, maskapai penerbangan yang al{am masuk ke
Daerah dilarang membawa penumpang yang tidak dapat menunjukkan Sum
keterangan hasil negatif uji Swab PCR dan sertifikat. vaksinasi -perta : :
surat keterangan dokter tidak/ belum dlperkenankan meneuma vaksm paﬁa
saat pemeriksaan di Daerah keberzmgkataﬂ tempat penumpang berada '

oo o

g

- Pasal 74 _ e E SR
Penerapan Adaptasi Kebiasaarn Baru dalam Pencegahan dan Pengenéahanpf SR
COVID19 pada bidang perhubungan : dilakukan “dengan’ lnemperhaukanf; e
kebijakan dan sumber daya Pemermtah Daerah, kond1s1 masyarakat dan:m%nko'f F
penularan COVID-19. LA
Tata cara dan pelaksanaan teknis penerapan Adaptas;l Kebmsaan Baru dal&m’_.{ e
Peneegahan dan Pengendalian COVID-19 pada bidang: perhubungan dﬂakulmn*?“ e
sesuai ketentuan peraturan perundangundemgan _ _ _ D T TR
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Bagian Kelima
Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 75
(1) Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap penyelenggaraan
pemerintahan untuk menjamin tetap terlaksananya pelayanan publik “dan

administrasi pemerintahan di masa Pandemi COVID-19 dalam peiaksanaan S

Adaptasi Kebiasaan Baru guna Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. .

(2) Penyesuaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan- sebagannana dzmaksz.:;d :

pada ayat (1} meliputi:
a. penyelenggaraan pelayanan pubhk dan
b. pola kerja aparatur sipil negaza pada pemerintahan Daerah

Paragraf 2
Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pasal 76

(1) Perangkat Daerah yang menyeienggarakan pelayanan pubhk melaksanakaﬁ_”_. :.;:.'_

Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

(2} Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan = dan- Peﬁgendaham_}5_'-_}.'.5';_ o

COVID-19 dalam penyelenggaraan pelayanan publik ber’mjuzm untuk:

a. memastikan penyelenggaraarn pelayanan publik. tetap" bexjaian ﬁecara efektﬁ L
dan efisien pada masa pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan, cian TS
b. mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi mformam dalam p@laksanaaﬂ_ St

pelayanan publik.

Pasal 77

Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendahan COVID 19 dalam__'_ :
penyelenggaraan pelayanan pubhk sebagaimana éimaksud dalam Pasal ’?’6 Lonias

meliputi:

a. optimalisasi pemanfaatan teknologl informasi melalui peﬂyederhaﬁaan peia}ranmlf- : |
yang didukung oleh percepatan penerapan sistem pememn‘tahan berba&ml{_

elektronik;

b. peningkatan keamanan siber pada fasilitas pelayanan pubhk rmhk P@m&ﬂﬂfﬁh:-

Daerah;

¢ penyelenggaraan pelayanan pubhl{ dengan meneiapkarz Protekol k@gehﬂaﬁ'::: |

melalui penyesuaian pelayanan pada masyarakat; dan

d. sosialiasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan i’nenﬁrapkan pi atc)ke:}} i i'

kesehatan dengan melibatkan masyaz akat.

Palagraf 3 .
Pola Kerja Aparatur Sipil Negara pada Pemermtahan Daerah

Pasal 78

Pemerintah Daerah/lembaga/instansi pemerintah/ pememntah k&bupmen/ k{)*ﬁa{:-ﬁ“l_ri':;- -_; o
menyelenggarakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam- Pencegahan: dan Pengendahzan' P

COVID-19 melalui pola kerja aparatur sipil negara pada pememntahan Daerah
yang bertujuan untuk :

a. mewujudkan fungsi penyelenggaraan tata kelola - pememntahan Vang baﬂ{ pae‘i a it

masa Pandemi COVID-19;

b. memastikan aparatur Slpﬂ negara pada Pemerintah - Daerah/ lembaga/ msiamm_fﬁ.-_;_: : .
pemerintah /pemerintah kabupaten/ kota tetap bekerja- deng&m memerapkan_;g L

protokol kesehatan; dan
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c. menjamin pemenuhan hak atas kﬁeseha‘::an aparatur sapﬂ negara dx pemer mt E‘:ﬁ.aﬁ.
Daerah pada masa Pandemi COVID-19. o T :

Pasal 79 ' ' R R T
(1) Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan - Pengendahem COVID 19"_-3{ T
dalam pola kerja aparatur szpll negara sebagazmana dzmaksud dalam Fa&aﬁ AU
78 meliputi: . S SRR
a. pencegahan penyebaran wabah di kantor atau tempat keij;a
b. penyesualan sistem kerja;
c. manajemen sumber daya majnusz&, dan
d. dukungan infrastruktur. _ ' : ' TR R
(2) Pencegahan penyebaran wabah di kantor atau tempat kezja sebagaammaﬁ SR
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: : SR
a. penerapan protokol kesehatan di kantor atau dz tempat ker;a dan UL e R
b. pencegahan penyebaran wabah setelah melakukan’ aki.zvﬁ:as di kaﬁior a‘i:au'-_- S TR
tempat kerja. g
{3) Penyesuaian sistem kerja sebagaamana dimaksud pada ayat (2) h_umf_-_-b’ I
meliputi: _ o R T
a. ketentuan masuk kerja dan _;am kerja; SRR BRI
b. pelaksanaan tugas kedinasan di kantor atau tempai kezga T
c. pelaksanaan tugas kedinasan di rumah; dan/atau
d. penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas. - ' IRt
{(4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) ;11'_1;11‘_’1'1;5 (oHC
meliputi; A S
a. penilaian kinerja; :
b. pemantauan dan pengawasan dan
b. disiplin pegawai, L E L e U
(5) Dukungan infrastruktur sebagazmaﬁa dimaksud pada ayat (2)§-lf'ziimf dmeliputi: © 0
a. penyediaan sarana dan prasarana; T i e
b. penerapan teknologi informasi; dan
c. penyesuaian lingkungan kerja. A R LTI
(6) Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja sebagmmana dimaksud pacia ayat (3}_--.:_-'35-; i
harus memperhatikan dan tidak menggariggu keiancaran penyeienggmaan;ﬁ e
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, yang mehpuu gy
a. melakukan pemantauan dan pengawasan - ‘Lerhadap pemenah&n c‘i«mf_
pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai; - L
b. melakukan penyederhanaan proses bisnis dan si,andar operasmnai pmsedur;!
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan:komunikasi; o :
c. menggunakan media informasi untuk penyampalan stanciar pelayanaﬁ bam_-_
melalui media publikasi; i
d. membuka media komumkasz online sebagai wadah kons,ultasz maupun__;
pengaduan; dan S
e. memastikan bahwa output darz produk Iayanan secara onhmﬂ maupun ajfﬁm T e
tetap sesuai dengan standar yang telah dltetapkan : i

- Pasal 80 : o . &
Setiap  pimpinan Perangkat Daerah/lembaga /i mstans1 pemermiah --_W&giﬁ;-
menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam - Pencegahan dan | Pengenﬁalzaﬁ;
COVID-19 di lingkungan kerja Perangkat Daerah/ lembaga/ ms’canszl pemermtah i

Pasal 81 o : :
Dalam hal ditemukan adanya aparatur sipil- negara . atau pegabat lamny& e'iz.'f-_ SRR
lingkungan Pemerintah Daerah yang menjadi kasus Suspect kasus pmpab&e, Cie
kontak erat dan kasus konfirmasi, maka pimpinan  Per angkat Daez*ah wagiboo
melakukan ketentuan pemutusan rantai penularan COWD 19 sehagaszma_- ST
dimaksud dalam Pasal 60, T R i
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Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan Ac{aptasz Keblasaan Baz“u:':'.f GE

Pasal 82

dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam penyelenggaraan pelayaﬁan

publik dan pola kerja aparatur sipil negara pada Pemermtahan Dae:tah daatur“:

dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Penghargaan

Pasal 83

Dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Pememntah Daemh” .

dapat memberikan penghargaan kepada

a. orang perorangan;

b. penanggungjawab kegiatan/usaha;

c. organisasi kemasyarakatan;

d. kelompok masyarakat; ' ' .
e. pimpinan Perangkat Daerah/ 11‘18128_1‘181/ lembaga pemerm‘ﬁah dan 7 atau

f. pemerintah kabupaten/kota.

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d1ber1kan dengan kme}ma

a. memberikan konstribusi yang luar biasa dalam Pencegahan dam_

PengendalianCOVID-19;

b. konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan COVID 19 d1 lmgkungsm:_

tempat usaha/ kegl,atan /lembaga; dan/atau

c. melakukan inovasi dan pengembangan kreatifitas dalam upaya Pencegahan '- "

dan Pengendalian COVID-19.

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dzberikan dalam bentu};' i Een

piagam /sertifikat penghargaan.

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) d:ﬂ akukmﬂjf S

setelah pelaksanaan penilaian oleh tim penilai yang dﬁetapkan dengm}.}-:}

Keputusan Gubernur.

. BAB1IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 84

Pemerintah Daerah dalam menyeienggarakan Adapta31 K@bzasaan Baru daiam_:f '

Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 melibatkan peran serta masyamkat

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) dﬂa}{ukan oieh: ST

perorangan atau kelompok masyarakat.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada a,ya.t (2) dapat e::iﬂakukaﬂ :

dalam bentuk:

a. meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai agama dem adat zshada*fz:._.;-i"_éf_ _
dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran panderm COVID 19 div

lingkungan tempat tinggal;

b. memperkuat prinsip persaudaraan antar sesama’ Warﬁa dan lc:omum‘tas:j_j';g'_' -

tempat tinggal berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat

c. meningkatkan solidaritas sosial dan semangat - kegotougwmyongan dengaﬁ': : ] o

melibatkan para tokoh adat dan tokoh masyarakat; -

d. meningkatkan ketahanan keluarga dan Imgkungan d.alam” pencegahan dm}.: |

penanggulangan penyebaran COVID-19;

e. mempromosikan perilaku hidup bersih,. sehat dan pmdukﬁf daiam
penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru daiam Pencegahan fﬂéimf_ S

Pengendalian COVID-19;

f. membentuk kelompok masyarakat tangguh dan sadar Peﬁcegahan d&»m:. e
Pengendalian COVID-19 tingkat kecamatan, kelurahan/desa cian/&tmz_" ELEENE

dusun/rukun warga dan rukun tetangga;

g. mencegah stigma dan diskriminasi terhadap - orang ygmg terkgnﬁrmasz"_f- 3

positif wabah COVID-19;
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h. ikut serta mencegah penyebaran berita bohong/ hoaks da}am pencegahan é&n .

pengendalian COVID-19;

1. memfasilitasi penyelenggaraan jenazah yang tenndzkas:tl dan/ aiaﬁ

terkonfirmasi positif wabah COVID-19; T
j. mendorong warga vang berpotensi menyebarkan wabah CDVID 19 unmk'_*

memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan ‘terdekat dan/ aiau .
k. mengawasi dan menghimbau penerapan protokol kesehatan.

(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dﬂakukan -

dengan melibatkan masyarakat Daerah yang berada di luar Daerah

Pasal 85 o
Dalam mendorong peran serta macayarai{at sebagaimana dlmaksué dalam P&Séﬂ 84 -
Pemerintah Daerah:

a. menyampaikan  informasi tentang penyelenggaraan - Peﬁcegahzm dan

Pengendalian COVID-19 kepada masyarakat melalui media massa;

b. memberikan dukungan penguatan kapasitas terhadap éréamsas;i o
kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyeienggaraaﬁ'- SRR

Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;

c. melibatkan pemuka agama dan tokoh masyarakat daiam pelak&anaan” -
sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi pencegahan dam RN

pengendalian COVID-19;
d. memfasilitasi pembentukan keiompok masyarakat iangguh d:zm sa(:}a’t i

Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di desa atau: kelurahan dan/at&u :
e. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam mendukung sosialisasi {ian}__-"_ o
penyuluhan pencegahan dan pengendalian COVID- 19 oieh kelompc}k S

masyaralkat.

Pasal 86

Dalam pelaksanaan peran serta masyarakat, Gubémﬁ,r cia;{jat memdemngf;;
Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk posko penanganan CGVED 1?3_

tingkat kelurahan/desa dan rukun warga/rukun tetangga

 BABV
PENGAWASAN

Pasal 87

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pengawaa&n}'ff e
pelaksanaan Adaptasi Kebzasaan Baru dalam Pencegahan da;n Peng@ndalmn_-.i,';}_:';.' o

COVID-19.
(2} Pengawasan sebagaimana dlmak:sud pada ayat (1) dﬂakukan dalzam b@nmk
a. pemantauan; :
b. pencegahan dan klarifikasi mformaSI bohong/ hoﬂ<s :
c. evaluasi secara berkala; dan . _
d. penerimaan pengaduan masyarakai

(3} Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana- dlmaksud pada ayat 62}7_.1--
Pemerintah Daerah dapat berkoordmas1 dengan pememntah kabupaten/ kota .-;'f:'--:-

Pasal 88

(1) Pemantauan sebagmmana dlmé.ksud dalam Pasal 87 ayat ( 1] Imruf a dﬂa}mkaﬂ o |
untuk menjamin  sinergi dan efektivitas upaya. terpadu . peiaksan&an;_ S
penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dam,

Pengendalian COVID-19, yang meliputi:

a. pemantauan secara berkala pallne‘ sedikit 1 (satu) kah dalam 1 (satu) bulam

dan
b. pemantauan sesuai kebutuhan.
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(2] Pencegahan dan klarifikasi mformas:t bohong/ haaks sebaﬁ‘aimana dzmaksudi O
dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: ¥ : :
a. klarifikasi informasi bohong/hoaks oleh Pemerintah Daemh : BRI
b. koordinasi dengan aparat penegak hukum daﬂ/atau penyedla Ziamaﬁ o
dan/atau : Sl
c. edukasi masyarakat agar 'tlddk mempercayai mfmﬁmasz bohong/ hoaks LRSI
(3) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam- Pasal 87 ayat (2) humf c o
dilakukan dalam bentuk: SR
a. rapat koordinasi antar Peranefkat Daerah; dan/atau .~ ; SR
b.rapat koordinasi antaraf Pemerintah -~ Daerah dengaﬂ pemermm%i SRR
kabupaten/kota. ' i
{(4) Penerimaan pengaduan masyarakat sebagazmana dzmaksuci daiam Pasai 3{ L
ayat (2) huruf d dilakukan melalui: : : T
a. pengaduan langsung; dan/atau _ e T SR
b. pengaduan tidak langsung melalui surat atau medla peng&duan masyamkat S
yang dimilili oleh Pemerintah Daeral. | e e
(5) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) W&}g!h'_ [ IR
ditindaklajuti oleh Perangkat Daeiah terkait. . Sl g

Pasal 89 - L '
(1) Perangkat Daerah terkait menindaklanjuti pengaduan masyarakai sebagazmaﬁa_;_;_ g
dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) dan ayat {5) mengenai- 9elazlggamn pmmim}; o
kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. s
Tindak lanjut pengaduan terhadap pelanggaran protokoi kesehatai

a. pengaduan disertai dengan 1dent1tas pengadu yang 3elas daﬂ
b. pengadu memberi bukti adanya pelanggaran proi:o},{ol kesehat&n. dala;
Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. o e ' i
(3) Perangkat Daerah terkait dalam - melakukan k}amfﬂ{aszfi;.: ifi : :
investigasi dapat melibatkan Satpol PP Daerah dan- ?ezangkat Daez‘ah_ 3?&&@
menyelenggarakan urusan pemerintahan di’ bldang pengawasan dany/, &t&uf
pemerintah kabupaten/kota. i
(4) Perangkat Daerah terkait melaporkan hasil klar lflkaSI, Vemflkasz atau mvestwam
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur. it e
(3) Gubernur melalui Satpol PP Daerah melakukan tmdakan penegakan
sebagai tindak lanjut dari pengaduan masyamkat ‘mengenai pel
protokol kesehatan dalam Pencegaham dan Pengendahan COVID 19' b

 BABVI ' o .
KOORDINASI DAN KERJ A SAMA PENEGAI{AN HUKUM

Pasal 90 e
(1) Satpol PP Daerah melakukan penegakan hukum terhadap peiaksa an.
Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam ?encegahan daﬁ Pengencial;an COVID 19 di-
Daerah. _

(2) Dalam penegakan hukum sebaga,lma:ﬁa dzmaksud pada ayat (1), Sai,pc{t }3' :
Daerah:

a. melakukan koordinasi dan km ja sama dengan Satpc}l P}? I{abupaten /-kma-:
dalam hal pelanggaran hukum dilakukan oleh p@roran:g :
penanggungjawab kegiatan/usaha yang berada di l«:abupa'ten /kota; danfatau

b. dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesi
Tentara Nasional Indonesmﬁ Kejaksaan, dan / atat}, msiansz/ lembaﬁ_
iamnya

pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan atau tertuhs Lt
{4) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana. dimaksud pada ay‘at {3
dilakukan sebelum dan/atau setelah penegakan hukum e R

ey *«zmi@* & ra:s.:w W
el afeaeia
3
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(1} Dalam pelaksanaan penegakan hukum Pemerintah Daerah ciapat membeﬂmk S
tim terpadu penegakan hulum protokel kesehatan daiam Pencegahr«;m f:ian SR
Pengendalian COVID-19. ' L

(2} Tim terpadu penegakan hukum sebagaimana’ d1maksud pada aya't (i) dapat e
terdiri dari unsur: ST BARELN SO Sty B

a. Satpol PP Daerah;

b. Perangkat Daerah terkait;

c. Kepolisian Negara Republik Indonesm
d.

€.

Tentara Nasional Indonesia;
instansi atau lembaga terkait; dan/ atau
f. pemerintah kabupaten/kota. iy R e s
(3) Penetapan Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) éltetapkandengem SR
Keputusan Gubernur. . R e e e

BAB VI
PENDANAAN

-Pasal 92 : ' ' ' : -
Pendanaan pelaksanaan Adaptaszl Kebiasaan - Baru dalam Pencegahan dm‘l
Pengendalian COVID-19, bersumber dari: ' - : :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja’ Daerah; dan / a‘s:au S
c. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tzdak mengz};{at sesual ketentuaﬁ
peraturan perundang- undangzm : : :

 BAB VIH :
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 93 a
(1) Setiap orang yang melanggar kewajlban menggunakan mask' ebaga 1ana;
dimaksud dalam Pasal 11 huruf ¢ angka 2 dan bagi setiap peﬁangguﬁg}awab
kegiatan/usaha yang melanggar kewajiban Sebagalmana d1mals_3ud*c¥al' m.
12 hwruf b dikenakan sanksi administratif. = L
{2) Sanksi pelanggaran terhadap ' pelaksanaan: Adaptasz Kebiasaan Bari
Pencegahan dan Pengendalian COVID 19 sebagalmana d1makaud pad
berupa: . S
a. bagi perorangan:
1. teguran lisan;
2. teguran tertulis; - - :
3. kerja sosial dengan members;hk&m fasﬂrtas; umum i
4. denda administratif sebesar Rp200.000, 00 (dua ratus rlbu mplah) '
5. daya paksa pohslonai dan/atau - :
6. dikarantina sampai keluarnya hasil Rapad Tesi/ Swab PCR
b. bagi penanggung jawab keglataﬂ /usaha: . .
. teguran lisan,;
. terguran tertuhs
. pemmbubaran kegiatan; :
. penghentian sementara keglatan
. pembekuan sementara izin;
. pencabutan izin usaha; ' ' B
. denda administratif Rp500. OOO 00 (11ma ra‘tus nb‘u mplah) dan/ atau 8
. Apabila terdapat kluster ketmj;angkltan COVID-19 - dalam. kegxatan yang
melibatkan banyak orang, maka seluruh biaya. pengobatan ‘pasien COVID:
19 tersebut ditanggung oleh’ penyelenggara atau penanggung Jawab
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c. bagi aparatur sipil negara dan tenag,a kontralc atau sebutem laiﬂnya
1. teguran lisan; :
2. teguran tertulis; dan/ atau
3. kerja sosial. o S
(3) Sanksi pelanggaran bagi setlap orang yang tidak melaksanakan kewajzban
penerapan karantina mandiri atau isolasi mandiri sebagaimana dimaksud i
dalam Pasal 11 huruf d berupa daya paksa polisional dilakukan dalam bentuk
penjemputan paksa pelanggar oleh petugas yang berwenang untuk dltempatkan R
pada fasilitas karantina atau isolasi yang ditetapkan oleh Pemerintah: Daerah. S
(4) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (?) R
huruf a angka 1 dan angka 2, dan huruf b angka 1 dan angka 2, dﬂaksamaham SR
pada masa sosialisasi seiama ’7 (tujuh) hari kerja setelah Peratm an Daerah inicoo
diundangkan. Ut
{5) Pada masa sosialisasi sebagalmana dimaksud pac‘ia ayat (4) p@tugas RRTE T
memberikan masker secara Cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak. S
memakai masker. L
{(6) Kerja sosial dengan memberszhi{an fasilitas umum sebaga;maﬂa d1maksud pada SR
ayat (2) huruf a angka 3 diberikan di lokasi terjadinya. pelaﬂggamn paimg lama =
2 (dua) jam dengan memakai atribut yang bertuhskan “peianggar pretm}m}
kesehatan COVID-19”, A
(7) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dzbemk&n dengan ketentuan A
a. pelanggaran 1 (satu) kali dikenakakan kerja sosial membersihkan faszhtas A
umum di lokasi terjadinya pelanggaran selama- 90 (sembﬂan puluh) mﬁm‘t R
atau S
b. pelanggaran berulang 2 {dua) kali dikenai kexja sosial membermhk&m famhtasf S
umum di lokasi terjadinya pe}.anggamn selama 120 (seratus dua puluh)_; S S
menit. - SR
(8} Denda administratif sebage:umana dimaksud pada avat (2) huruf a aﬁg‘ka 4»_
diberikan dalam hal: e
a. pelanggaran tetap dilakukan oleh pelanggar setelah pembeuan sanksa ke;t;at}{ S
sosial sebanyak 2 (dua) kali; atau i
b. pelanggar tidak melaksanakan sanksi Kerja sosial. - PR e
(9) Daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hu:ruf A angka 5 R
dilakukan dalam hal pelanggar tidak melaksanakan sanksi: admlnistramf kerja _f'i_:
sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 a’tau d@ﬁd&"ﬁf-,i:- N
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 4. L R
(10)Pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)- humf ‘b aﬂgka 1'3-_' TN
diberikan bersamaan dengan pengenaan denda administratif. - e o
(11)Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pad:a ayat {2): humf b s
angka 4 diberikan dalam hal pelanggar tetap meiaﬁukan p&ianggamn seieiahlﬁ S
pembubaran kegiatan dilakukan. : oo
(12) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huz uf b angka-_ e
5 diberikan dalam hal pelanggar tetap me}al«&ukan pelan garan‘ i
penghentian sementara kegiatan dilakukan. : T
(13)Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b' amgka 6: e
diberikan dalam hal pelanggar tetap me.’iakukan peianggar& e
pembekuan sementara izin dilakukan. o S
(14)Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humf b aagka ?ﬁ el
diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan setelah masa. sosmhsasﬂ S
(15)Setiap orang yang melanggar kewajiban vaksin sebagazmana d1makssud dal&m SR
pasal 11 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan pera'i:uian pemndaﬁg»ﬁ.';if o
undangan. DS EERY _ _
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Pasal 94

(1} Setiap penanggung jawab fasmtas pelaya,nam kesehatan Iyang tidal .__melakuk'___: :

(%)

(1)

penyesuaian layanan pada  fasilitas pelayanan kesehatan} bagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 d1kenakan sanksi adzmmstrauf bempa R

a. teguran lisan; : - ”

b. teguran tertulis; dan/atau

c¢. pembekuan sementara izin. _ ' o SHE TN
Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagalmana dimaksud pada ayat (1)__ S
huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran d;lakukan Qieh;_ B
penanggungjawab pelayanan kesehatan sebanyak 1 (satu)’ kah“e? o :
Pembekuan sementara izin sebagazmana dzmaksud p&d& {-a}'?'at (
dilakukan dalam hal penanggungjawab pelayanan kesehatan tlciak_:
teguran lisan dan/atau teguran tertuhs Sebanyak 2 (dua) kah : :

Pasal 95 : : T
Setiap pimpinan satuan pendldlkan yang udak melakukan penyesua:taﬂf
layanan dan pembelajaran sebagaimana dzmaksud dalam Pflsal ‘1’8.3'3__ ; '
sanksi administratif berupa: : '
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; b
¢. denda administratif sebesar RpSOO OOO OO (lzma Iatus mbu rupiah
d. pembekuan sementara izin, ' i
Selain sanksi administratif. sebagaamana c'iima,ksud pad
satuan pendidikan yang merupakan aparatur sipil: negara dapat 11{@;1 sarik:
sesual ketentuan peraturan perumdang-undangan di bldang paratu" Sipi
negara.
Teguran lisan dan/atau teguran ‘Leriuhs sebagalmana dxmaksud
huruf a dan huruf b diberikari ‘dalam hal pelanggaran dﬂahuk&n oleh
satuan pendidikan sebanyak 1 (satu) kali.- it
Denda administratif sebagmmana dimaksud pada ayat (15 : _uru
dalam hal pimpinan satuan pendldzkan t1dak mematuha teguram hsan &n' a?‘:a
teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali..
Pembekuan sementara izin sebagalmana damaksud pada '“gfat 1

diberikan dalam hal pxmpman sa‘tuan pendzdlkan tldak 'ne"
administratif. : S

Pasai 96 oy SR
Setiap penyeienggara kegzatan keo}ahragaan yang_.;.-
penyesuaian fasilitas pelavanan ‘dan kegiatan
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) d1kenal<an sanks1 admlmstratl
a. teguran lisan; — Sy
b. teguran tertulis; = A
¢. denda administratif sebesar RpSDO {}00 00 (hma ratus rlbuf
d. pembubaran kegiatan; .
e. penghentian sementara keglatan S
f. pembekuan sementara izin; dan/atau -
g. pencabutan izin. il
Teguran lisan dan/atau teguran teri:uhs sebagalmana dlmaksud_ pada ay
huruf a dan huruf b dilaksanakan pada; masa sos;.a}:zsam selama 7 (hari}.
Peraturan Daerah ini diundangkan. ' e
Denda administratif sebagaimana dxmaksud pada ayat
dalam hal pelanggaran dilakukan setelah masa soma}asas:l
dimaksud pada ayat (2). ny L
Pembubaran kegiatan sebaga1mana dlmaksud pada ayat';- 1)
bersamaan dengan pengenaan denda admmzstratlf :
Penghentian sementara kegiatan se’bageumana dzmaksud pad ya (1
diberikarn dalam hal peianggar tetap melak:ukan pe of:
pembubaran kegiatan d1laklzkan : . . R




Pembekuan sementara izin sebagmmana dimaksud pada- ayat {“t) Eﬁmf i
diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan peianggaraﬂ s’é:t@lah_ o

penghentian sementara kegiatan dilakukan.
Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dlberﬂ{an dalami

hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembekuan sem{mtara izin _' g =

dilakukan.

Pasal 97

Setiap penanggungjawab tempat wisata atau pengusaha parmma‘t& yang tzdak'_ :
melakukan kewajiban penyeésuaian pelayanan pariwisata. %bagazmaﬂa RN

dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dikenakan sanksi admm:istra‘t;tf bempa
a. teguran lisan; . : :
b. teguran tertulis; : o
¢. denda administratif sebesar RpSOO 000,00 (lima ratus ribu rupzah)

d. pembubaran kegiatan; :

e. penghentian sementara kegxatan

f. pembekuan sementara izin; dan/atau

g. pencabutan izin, : PR
Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dlmaksud pada ayat (‘i) .

huruf a dan huruf b dilaksanakan pada masa sosmhsam pahng, lama ’?’ (‘tu_‘gt{h}' : :

hari setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Denda administratif sebagalmana dimaksud pada ayat: (1) llu:tui ¢ d1bez 11{&1"1
dalam hal pelanggaran dﬂakukan setelah masa - Sosmhsam Sebagalmanaf K

dimaksud pada ayat (1).

Pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf é dibemkm_ Rre

bersamaan dengan pengenaan denda administratif, S
Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ay‘*:tt (1} humf e

diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaram Setela}z'_- e

pembubaran kegiatan dilakukan.

Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pacia a.yat ( i) humf i
diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran se‘telah_

penghentian sementara kegiatan dilakukan.

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberlkan daiam’_ § _ -
hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah- g)embelman sementara mnﬁ:

dilakulian.

Pasal 08

Setiap penanggungjawab/pemilik usaha traﬂsporiﬁézs'i yemg ﬁdakf:zf '_
melakukan kewajiban penyesuaian pelayanan - transportasi sebagazmana-_-:_f A

dimaksud dalam Pasal 73 ayat ( ) dikenakan sanksi admm],strahf bemp&

. teguran lisan; o =

. teguran tertulis; ' e

. denda administratif sebesar RpSOO 000,00 {lima ratus r:ibu 1up1ah) R

. pembubaran kegiatan; : : o

. penghentian sementara keglatan usaha transportasi;
pembekuan sementara izin; dan/atau

g. pencabutan izin.

o 0 oE

Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dlmaksud pacia ayat (ij_:._-_j‘.-;i'
huruf a dan huruf b dilaksanakan pada masa sosmhsam pa‘img ?iama v (harz) SORIRE

setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) humf ¢ dzbemk&ﬁf s o
dalam hal pelanggaran dilakukan setelah masa SGSIallSB.Si Sebagalmana:_ B

dimaksud pada ayat (1).

Pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-humf d'-dzbemk‘aﬁ"f e

bersamaan dengan pengenaan denda administratif.

Penghentian sementara kegiatan usaha transportasi sebagaamana dimakm:id;_l g
pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal pelanggar - teiap me”takukaﬁf;

pelanggaran setelah pembubaran kegiatan dilakukan.

HAR G
Eapets |

8

ARIRIRN T EEEDA L
Sy :




(6)

(7)

Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud . pada ayat ( 1) 'huiﬁf‘ £ |

diberikan dalam hal pelanggar tetap melakukan pelaﬂggaran setei&h-

penghentian sementara kegiatan dilakukan.

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikand@am' o

hal pelanggar tetap melakukan pelanggaran setelah pembekuan ‘sementara izin
dilakukan.

Pasal 99 _
Maskapai penerbangan, operator pelayaran atau operatm bus yang tidalk
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (31,
dikenakan sanksi administratif berupa:
a. dilarang membawa penumpang dari luar Daerah selama 10 (sepuluh) hari
berturut-turut; :
b. denda admimstrat;f sebesar Rp5.000.000,- (lima juta mpiah) bagi maskapai
penerbangan;

c. denda administratif sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) b"agi Cpém&ézﬂ, .

pelayaran; dan/atau

d. denda administratif sebesar Rp500.000,- (lima ratus .ribu mpiaﬁ) bagi

operator bus.

Maskapai penerbangan vang melaﬂggar ketentuan sebaga;mana dzmalagud N

dalam Pasal 73 ayat () d11<:erzakan denda administratif sebesar RpS OOO OGE} =
(lima juta rupiah).

Dalam hal hasil uji Swab PCR penumpang sebagaimana d1maksuc} dalam Pagai
73 ayat (4) dinyatakan positif, terhadap maskapai penerbangan - dilarang

membawa penumpang dari luar Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari berturut- g
turut dan dikenakan denda ac’immzstrauf sebesar RpS5. OOG 000,- (hma, Juta -

rupiah).

Pasal 100 S T R
Setiap pimpinan perangkat = Daerah/lembaga/instansi - 'pe'mermtah yang

tidak melaksanakan kewayban sebagaimana dzmaksud dalam Pasai 80 -1'

dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertuhs dan/atau - -

c. sanksi kepegawazan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundaﬁg— :
undangan.

Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana chmaksud pada ayat (1) ;
huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dﬂakukan oleh-
pimpinan perangkat Daerah/iembaga/ instansi pem@rmtah sebanyak 1 (sam)'_'_-_ e

kali;

Pemberian sanksi kepegawaian lainnya berdasarkan : ketentuan pei a‘tumni' N
pemndaﬁgmundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dﬂak:ukan damm', SRR
hal pimpinan perangkat Daerah/lembaga/instansi tidak: mematuha tegu?cm-’ [

lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 {dua) kali.

~ Pasal 101

Pemberian teguran tertulis dan denda administratif oleh petug&s kepaﬁa o

pelanggar dilengkapi dengan surat tfeguran tertulis dan blanke denda
administratif.

Format surat teguran tertulis dan blanko denda admlmstratif s&hagmmanaiﬂ .
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampzran II }famgi_-_j SN

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Denda Administratif disetorkan ke kas umum Daerah paling. l.ambai" 2% 24» Jam=. .

(dua kali dua puluh empat jam) setelah dilakukan pemndakan oleh: p&tugas

Penyetoran melalui petugas dilakukan melalui petugas- y‘ang d:ﬁtunguk Glfi““h'_ SN

pejabat yang berwenang melakukan penegakan hukum.

Pelaksanaan denda administratif dilakukan sesuai dengan kewenangan dan:_:_ L

ketentuan peraturan perundang~u11dangan

ASIETEN T SERIA




(6)

(2)

Pelaksanaan sanksi pidana dapat diberikan apabila telah dﬂakukan sosza&aa%z : E
edukasi dan peringatan serta pelaksanaan seluruh sanksz achmmstrah:{ ’te'ia%x'_j_{_ '

Setiap melakukan penindakan kepada pelanggar, Satpol PP Daerah ﬁién&éﬁ:& o
nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan pelanggar untuk dimasukkan
ke basis data/sistim informasi.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 102
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah  diberi
wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah ini.
Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negerz Szpﬂ i
lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana d1maksud pada -ayat- {'I} -
berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya’ 'i:md&i{
pidana; _ _ _
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan;
¢. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengﬁ:nal eliri
tersangka;
. melakukan penyltaaan benda atau surat;
. mengambil sidik jari atau memotret seseorang; :
memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau. salaﬁz __

pemeriksaan perkara;

oFooga Mo Qu

penyidik utama, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut' .
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalm penyidik -umum

memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, ter%angka a"tau_ T

keluarganya; dan : TR
i. mengadakan tindakan Iam menurut hukum i yang' .. _dapat o
dipertanggungjawabkan. ' .
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagmmana{
dimaksud ayat (2) membuat berita acara setiap tindakan tentang :
a. pemeriksaan tersangka; :
b. pemasukan rumabh;
c. penyitaan benda;
d. pemeriksaan surat;
e. pemeriksaan saksi; dan/atau
f. pemeriksaan di tempat kejadian. - ' R
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) d1 ampalkan kepada': S
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. R SR

~ BABX
KETENTUAN PIDANA

. Pasal 103

dipenuhi dengan kriteria ketentuan sebagai berikut :

a.

C.

Setiap orang yang melanggar kewajiban menggunakan masker sebagaim&na} T _
dimaksud dalam Pasal 11 huruf ¢ angka 2 dipidana dengan ‘pidana kurungan o
paling lama 2 (dua) hari atau denda paling banyalk RpQSO OOO 00 (ciua mtus* S

lima puluh ribu rupiah).

Tindak pidana dimaksud hanya dapat dikenakan apabila sankgi aémmlstmuf L
yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dﬂakul«:aﬁ Ieblh fiari_j T

satu kali.
Tindak pidana dimaksud merupakan pelanggaran.

ARTHTENR ¥ sawns L T

. mendatangkan orang, atau ahh vang diperlukan dalam hubungm&nya dengam N

.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat pemnjuk ds’m' e



S Pasal 104 L
(1) Setiap penanggung - jawab - keglatan/usaha yan'
penerapan  perilaku - disiplin - pmmkoi ‘kesehatan
kegiatan /usaha dan akuwtas 1&1111’131&1 sebagalmana __d1 N suid.

pelanggaran dllakukan lebih darl satu kah S
(3) Tindak pidana sebagaimana chmaksud pada ayat (1) m@rupa};an:'zpezaﬁggaga:n

: BAB XI L
KETENTUAN LAEN LAIN

_ Pasal 105 S
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ehsesua;kan dengz—m_ s1tuas' :
level PPKM sesuai ketentuan Peraturan Perundang—undangan

: BAB XH
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini. muial bezlaku, semua atur
mengatur Pencegahan dan ?engendahan COVID 19;' etap berlal
bertentangan dengan Peraturan Daerah 1n1 SRR

Pasal 107
Peraturan pelaksanaan dam Peraturan Daelah Jm h :

Pasal 108 I_ e
Peraturan Daerah ini mulai beﬂaku pada tanggal dit
Agar setlap orang - mengetahumya, : memermtahka

Barat.

Diundangkan di Pontlanak R A
pada tanggal & il G gé e
SEKRETARIS DAERAH 0 0

PRO 1NSI KALIMANTAN BARAT




PENJELASAN

~ ATAS Rt :
RANCANGAN PERATURAN DADRPJ-I PROVINSI KALIMANTAN BARAT e
NOMOR TAHUN 2023 L L

 TENTANG SR o
ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM. PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

I. UMUM . B e
Pada prinsipnya kesehatan rnempakan hak asasi manusm dan S&l&h sa‘tu S
unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai’ dengan czia—crta bangs& SR
indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan’ Pembukaam Undang_f':ff i
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Oleh karena itu, maka =
negara dalam hal 1111 pemerlmah harus melakukan bmbagal upaya"é'."unmk_i-”_e

jawab negara dalam rangka melmdungx dan mengamm
masyarakat atas kesehatan yang lkemudian dﬂaksanakaxz ole
Pememntah Pusat maupun Pememntah Daerah Tanggun

Pengendahan COVID-19. Pélaksanaan Adap‘tam Kebxasaan Baru di
Balat memerlukan keterhbatan aktzf masyarakat dengaﬂ memperhaﬂk”__:

secara optimal dapat menczptakan smergztas antara peme
masyarakat dengan kegiatan 303183 budaya dan perekanom""
Kalimantan Barat.
Upaya Pencegahan dan Pengendahan pandeml COVID

Undang mengenai Penanggulangan Bencana
Kesehaian serta Undang—-Undang mengenal

sama penegakan hukum, pengawasan

penda_ﬂaan,
ketentuan penyidikan dan ketentuan pldana 3




. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a O TR SRR TSI B
Yang dimaksud dengan asas “perikemanusiaan’ adalah - bahwa. =
penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam’ Penc:egahan da o
Pengendalian COVID-19 harus - dilandasi : atas pelindungan dam
penghormatan pada 1‘111&1 nilai kemanuszaaﬂ ya:ng beradab dm S
universal. : : R RS B
Yang dimaksud dengan asas “manfaat’ - adalah bahwa .
penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru- dalam’ Pencegahan dan}'_' S
Pengendalian COVID-19 harus membemkan manfaat yang S@bebm—a*_-ﬁfﬁ
besarnya bagi pelindungan kepentingan : masyarakat dala.m rangka{_:'_;__.{; (.
peningkatan derajat kesehatan masyarakat. = ' S
Huruf ¢ : - B o
Yang  dimaksud éengan asas “keadﬂan adalah bahw&._; :
penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan - ‘Baru. dalam Pencegahan: davi 0
Pengendalian COVID-19 harus mampu membemkan pelavanaﬁ-,--vang-@.__,'_-_é_ L
adil dan merata kepada setiap orang. ERIRU RAR N o i
Hurufd : _
Yang dimaksud dengan asas peimdungan adalah bahwa*-
penyelenggaraan Adaptasi Kebxasaan ‘Baru. daiam Peﬁcegahan day
Pengendalian COVID-19 - harus —mampu melmdun' selum'h_-
masyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan 3 ang_ . e
menimbulkan kedaruratan kesehatan masyaralxat '
Huruf e : ST
Yang dimaksud denﬁan asas ;‘kepasﬁan hukum adalah
pengaturan Adaptasi
Pengendalian COVID-19 dztujukan agar, - tataﬁ:«m bar_
kehidupan masyarakat Kalimantan: Barat dapat dljalaﬂk'
jelas, tetap dan kons1sten _ RO
Huruf f e :
Yang dimaksud dengan asas “keterpaduaﬁ :
penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam .ezncega_han da‘
Pengendalian COVID- 19 dilakukan secara terpadu mehba{kan Imm
sektor. _ _ Ll i
Huruf g : - SR
Yang dimaksud dengan asas “kesadaran hukum ada’}ah bahwa dala mo
penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam ?encegahan dan’
Pengendalian COVID-19 peﬂu adaﬂya kesadaran 3-*dan ok ;'jatuh&ﬁf-'_
hukum dari masyarakat. = :
Yang dimaksud dengan asas- parhmpasz masyarakat” adaiah bafi’iwaé.
Adaptasi Kebiasaan Baru dalam- Peneegahan dan Peng daha;

COVID-19 mernjamin keterhba’can masyamkat
penyelenggaraannya. :
Huruf i

Yang dimaksud dengan asaé B “keaufarx 101{31” adaiah bﬁhw

b ‘E AEETER T 1 b’» ::
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Huruf j ' : S L
Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan adalah bahwa pencewahanj £
dan pengendalian COVID-19 bersifat transpamn daniterbuka sehingga
seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang iuas u:riiuk.}'__f_’_".Q'. o
berpartisipasi dalam pencegahan dan pengendahan COVID 19 o

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Huruf a . ' L FEE SO
Yang dimaksud dengan “Kedaruratan I{esehatan Masyaa akat” adsdah"_{ fn e
kejadian kesehatan masyaral{at yang  bersifat Juar biasa: :-deng&n_{._
ditandai penyebaran penyakit menuiar dan/ atay - kegadxan Lyangoo
disebabkan oleh radiasi nuklir, peneemaran bl()l()gl, kontaminasi .
kimia, bioterorisme, ' dan pangan - yang menimbulkan: ‘bahaya - o
kesehatan dan berpotensz renyebar lintas’ mlayah a‘tau hntas negara. 5*_- 50 e
Huruf b : : R
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Hurufc
Cukup jelas.
Hurufd :
Yang dimaksud dengan “dzs1nfeks1 ’terhaciap bala_n’ dan / atau sara
transportasi" adalah tindakan yang: dﬂakukan un'tui' mengendaiz}m
atau membasmi bibit- penyakzt pada dmdmg atau’ pe :
atau sarana transportasi, secara pemaparaﬁ Iangsung dengaz
kimia atau bahan fisika. i
Yang dimaksud dengan “dekontanunam ierhadap_ yarang  dan
sarana tlansportasz adalah tmdakam yang

mati }amnya, termasuk sarana transport331 yang d
risiko bagi kesehatan masyarakat S

AT a,g:*“ﬁn




Yang dimaksud denora:h "deratisasi terhadap barang dan / atau Saz"ana__ﬁf =y e
transportasi” adalah tindakan yang diambil untuk mengendaizkan S
atau membasmi vektor-vektor rodent penyakit yang terdapat di dalam

bagasi, kargo, peti kemas, sarana transportasi, fasilitas- fasxhta% :
barang- barang, dan paket pos. :

Huruf e _ =
Yang dimaksud dengan "pemberian vaksinasi" adalah pemberian
vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau
meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif - terhadap suatu
penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit
tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. _
Yang dimaksud dengan “pemberian profilaksis" adalah suatu tindakan -
medis pemberian obat tertentu untuk memberikan pelindungan
terhadap penyakit menular tertentu dalam jangka waktu tertentu. _
Yang dimaksud denﬁan "rujukan” adalah rujukan ke - fasilitas
pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan Lesehaﬁam
lanjutan dan/atau pemwa‘tan /pengobatan. -
Yang dimaksud dengan "disinfeksi terhadap orang” adalah ‘i:mdakmi
vang dilakukan untuk mengendalikan atau membasm1 bibit penyakit

pada permukaan tubuh manusia secara pemaparan Za:ngsung deﬂg’m” | L -

bahan kimia atau bahan fisika.

Yang dimaksud dengan "dekontaminasi terhadap orang”. ada’lahf. : ?
tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan bibit penyaklt bahan N

beracun, atau zat pada permukaan badan manusia.
Huruf f :
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Huruf a

Yang dimaksud dengan “perilaku hidup . bersih’ daﬁ seha’t” addiaiz{.'“

semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi
sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolomg diri
sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki ‘peran .aktif dalam - |
aktivitas masyarakat, Contohnya antara lain menerapkan etlka batuk TP I R
menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama dan lam iamf S

sebagainya.
Huruf b

Yang dimaksud dengaﬁ ‘menjaga daya- tahan mbuh” dz antarama: o

menghindari  stress, mengonsumsi makanan = berserat ~dan
mengandung antioksidan serta kaya akan  vitamin dan mmer&i el
olahraga teratur, udur cukup, menjaga- keberszhan makanan, _é’lm' e

lain-lain sebagainya.
Huruf ¢

Angka 1

Cukup jelas.
Angka 2

Cukup jelas.
Angka 3

Cukup jelas.




Angka 4

adalah kegiatan menjaga jarak aman dan mszplm untuk

Yang dimaksud dengan menjaga jarak: fzs11< (phygmaz dzstan m = g} LI

melaksanakannya. Menjaga jarak aman yakni menjaga jarak fisik o
minimal 2 (dua} meter dengan orang lain, untuk menghmdaﬁ_ S

tubuh terkena percikan droplet dari batuk atau bersin yang
mungkin terkontaminasi.
Angka 3
Cukup jelas.
Huruf d : e
Yang dimaksud dengan “karantina mandiri” @ adalah  proses

mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID=19 melalm R

upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memihiu g@gaiaﬁ_'-

COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan’ pasienkonfirmasi- L
COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang. Sudah'_ :
terjadi transmisi lokal, Karantina mandiri bisa dilakukan di 1‘umah' '

atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.

Yang dimaksud dengan “Isolasi mandiri” adalah proses mengﬁmﬁgi B

risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik’ |

vang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki: gejala COVID=19 '
dengan masyarakat luas. Hal ini dilakukan: untuk meneeg@h._, i
penyebaran infeksi atau kontaminasi, dilakukan di . mmah atav

tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi’ mandm

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “penanggung jawab kegiatan/asaha” amam'-'j_'f'_.f -

lain pemilik tempat kerja, pemilik tempat usaha, pengelola tempat hibtiran, e | |

pengelola kafe, pengelola restoran, pemilik toko, penge}ola pasa: mc:sdem '
pengelola pasar rakyat, dan lain sebagainya. SR

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2}
Hurufa

Cukup jelas.
Huruf b

akbar, ceramah agama majelis taklim, dan keglatan fia,m y&ng
sejenis. :

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Yang termasuk dalam kegiatan keagamaan &mtara 1&111 i&bizw '



Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Hurufb
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
Huruf f '
Yang dimaksud. dengan pengetahuan - iradasiorlal o adaiai‘r
pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh. masvarakat Dam ah
atau tradisi yang sifatnya turun temurun di bldang tef‘temm
seperti tumbuhan / ramuan yang bermanfaat bag1 kesehatan -
Huruf g T
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Hurufj
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Culkup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Huruf a RIS T R B
Yang dimaksud dengan pembela;aran garak gauh cialam jarmga;;f?f G
adalah lingkungan belajar yang' diadakan tanpa tatap‘}f mhula
secara langsung antara guru dengan peserta dzchk D1 mana. gury
menyediakan bahan ajar dalam- konten. d:lgztai ya,ﬁo“ blsa dlakses
disimpan, dan dibagikan melalui- mtemet yang ‘b1sa daakses-‘_‘_;
kapan saja dan di mana saja. : S




Huruf b

tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar
peserta didik secara langsung. Kegiatan tatap muka merupakan
kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi langsung
antara peserta didik dengan guru dengan tetap mempmhaﬁkan
pelaksanaan protokol kesehatan.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “pembelajaran jarak jauh luar jaringan”
adalah bentuk pembelajaran mandiri tanpa tatap muka langsung
vang dilaksanakan dengan memanfaatkan media televisi, radio,
modul belajar mandiri dan lembar kerja peserta didik, bahan ajar
cetak, alat peraga dan media belajar di lingkungan sekitar.
Metode ini dapat dilaksanakan dengan menerapkan model
pembelajaran penyelesaian masalah atau penugasan mandifi,
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2}
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4}
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Culup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.
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Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.
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Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Yang dimaksud dengan “kasus Suspect” adalah kasus orang dengan infeksi .

saluran pernafasan akut dan pada 14 {empat belas) hari terakhir sebelum 5

timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau
wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal orang dengan salah
satu gejala/tanda infeksi saluran pernafasan akut dan pada 14 (empat
belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan
kasus konfirmasi/probable COVID-19/orang dengan infeksi = saluran
pernafasan akut berat/pneumonia berat yang membutuhk&n perawataa’a i
rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran kh]’u‘{%
yvang meyvakinkan.

Yang dimaksud dengan “kasus Probable” adalah kasus Stwpect dengan

infeksi saluran pernafasan akut berat/meninggal dengem gambaran - L

klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan
laboratorium Reverse Transcnpfase Polymerase Chain Reaction  (RT-
PCR)/Tes cepat molekuler (TCM).

Yang dimaksud dengan “kontak erat” adalah orang perorang ‘bail dengan
gejala (simptomatik) maupun tanpa gejala (asimptomatik) yang memiliki

riwayat kontak dengan kasus probable atau kasus konfirmasi COVID=19 |

antara lain kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus probabl@ atay

konfirmasi COVID-19 dalam radius 1 (satu) meter.dan dalam jangka waktu B

15 (lima belas) menit atau lebih, sentuhan fisik 1angsung dengan. kasus

probable atau konfirmasi, orang yang memberikdn perawatan 1&11@311&@ 3_ _
terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan alat

pelindung diri yang sesuai standar dan/atau situasi- Iamnya yang-
mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian- risiko lokal. -

Yang dimaksud dengan “kasus konfirmasi” adalah ses@mang yz«m@" aE

dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang d;‘buktﬂ«::aﬂ dengba:n-"'
pemeriksaan laboratorium Reverse Transcriptase Polymerase. ~ Chain'

Reaction (RT-PCR)/Tes cepat molekuler (TCM); baik dezigan gejala, B

(simptomatik) maupun tanpa gejala (asimpiomatik).

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.




Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas,

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Avat (1)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.
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Huruf ¢
Cukup jelas.,
Hurufd
Yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat” adalah kelcamp@k
yang Dberisi orang-orang yang memiliki kesadaran untulk
berhimpun dalam rangka mencapai tujuan bersama.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Avyat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “memperkuat prinsip persaudar aan antar
sesama warga dan komunitas tempat tinggal.” adalah pemuaﬁgaﬂ _
melawan COVID-19 harus didasarkan pada prinsip  rasa
persaudaraan yang kuat. Semua pihak yang  terlibat dalam
penanganan wabah COVID-19 di tingkat Desa/Kelurahan dan .
tingkat dusun/rukun warga dan rukun tetangga ‘ harus
mendasarkan diri pada prinsip pemaudaraan ‘datam - suku
maupun kumunitas tempat tinggal. Persaudarasn mereﬂekgikan

aspek sosial yang mengedepankan nilai-nilai getong Toyong i |

dalamnya muncul kesadaran kelektif untiik b@rpefan dalem
usaha penanganan COVID-19. o
Yang dimaksud dengan “berdasarkan musyawarah unmk .
mencapai mufakat” yaitu prinsip musyawarah mufakat

vang wajib dijadikan acuan dalam mengambil seﬁa‘gﬁ

keputusan secara bersama-sama di tingkat Desa/ Kelm‘ahan dan”
tingkat dusun/rukun warga dan rukun. tetangga: sehmgga SErnuE

pihak merasa diikutsertakan dan bertaﬁggung]awab dalam upaya-.

pencegahan dan penanggulangan wabah C‘LOV}D~19 da;lam' S

masyarakat, _ S .
Hurufc

Culkup jelas.
Hurufd

Cukup jelas.
Hurufe

Cukup jelas.
Huruf

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.

z
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Ayat (4) :

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Ayat (2)

Hurufi S
Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan “masyarakat Dacrah yang berada af Tuar
Dacrah” adalah orang-orang Kalimantan Barat yang hidup di
perantauan atau di luar tanah - asalnya. Mereka tersebar di ‘berbagai

wilayah di Indonesia ‘dan juga’ di ;.-_._1133_11¢anégér_éi;'-"'-'S}ejj_i;-;'_ij Malaysia;
Singapura, Brunei, Australia; Eropah, Amerika, Timur Tengah, dan-
lainnya. Mereka menjalani kehidupan di tanah rantau disebabkan
beberapa faktor, seperti eksistensi diri, keluarga, dan faltor ekonomi,
serta beragam motivasi, yaitu mencari kekayaan, ilmu pengetahuan,

Cukup jelas.

Hurufa
Angka 1 o
Cukup jelas. -
Angka 2 2 I
Cukup jelas. - .~
Angka 3 S
Cukup jelas. =~
Angka 4 BRI
Cukup jelas. =




Angka 5 - ' -
Yang dzmaksud dengan “daya paksa ision adalah~ 00
tindakan nyata- dau Pemerintah Daerah- untuk nlengaki"nm_l_”f_;_ i
suatu keadaan - baik yang - dilarang . oleh ketentuan
peraturan perundang—uﬁdangan atauq. tmdakem meiakukaﬂjzj oy SR
sesuatu yang sehamsnya dmnggalkan oleh ‘Setiap orang
karena  bertentangan . dengan peraturan ‘perundang-.
undangan, - dengan - antara lain - mehbatkan apara‘i:":.f-‘_'-.f@
Kepolisian - Republik Indones1a atau pegabat y&nw[,
berwenang. ' L : R
Angka 6
Cukup jelas.
Hurufb
Cukup jelas.

Hurufc
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.
Ayat (9)

Cukup jelas.
Ayat (10)

Cukup jelas.
Ayat (11)

Cukup jelas.
Ayat (12)

Cukup jelas,
Ayat (13)

Cukup jelas.
Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.
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Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Culkup jelas,

Pasal 105
Culkup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Culkup jelas.
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